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ABSTRAK

Nama : Asfha Hafizia

Nim : 17.3.12.0086

Judul Skripsi : Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap
Kualitas Pelayanan Masyarakat (Studi Aparat Pemerintahan
Desa Ogoamas 11)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah perwujudan prinsip
good governance oleh aparat Desa Ogoamas Il dalam melayi masyarakat dan
utnuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan
prinsip good governance oleh aparat pemerintah Desa Ogoamas Il dalam
melayani masyarakat.

Metode penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian
yang berdasar pada kondisi sebenarnya dari objek di lapangan. Pendekatan kualitatif
dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dengan demikian maka
penulis berusaha untuk memberikan pemaparan tentang segala sesuatu yang menjadi
objek penelitian dalam bentuk deksriptif yang kalimatnya sesuai dengan keadaan
sesungguhnya dari suatu objek.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Langkah perwujudan prinsip good
governance oleh Aparat Desa Pemerintahan Ogoamas Il dalam melayani
masyarakat telah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, masyarakat
telah mendapatkan pelayanan yang sangat baik, cepat respon serta memberikan
keterbukan kepada seluruh masyarakat Desa Ogoamas Il. Adapun faktor
pendukung dalam penerapan prinsip Good Governance dalam melakukan
pelayanan yaitu, faktor kesadaran aparatur desa, faktor aturan dalam
pelaksanaan pelayanan masyarakat, Faktor organisasi dalam melakukan
pelayanan masyarakat, dan faktor kemampuan dan keterampilan. Sedangkan
faktor penghambat dalam penerapan prinsip Good Governance dalam
melakukan pelayanan yaitu kurangnya fasilitas yang menyebabkan pelayanan
kepada masyarakat mengalami sedikit hambatan.

Implikasi dari implementasi implementasi prinsip-prinsip  Good
Governance terhadap kualitas pelayanan masyarakat studi pada Aparat Desa
Ogoamas Il yaitu dengan langkah perwujudan penerapan prinsip good governance
yang baik dan berkualitas. Serta memiliki pelayanan yang baik dalam melakukan
proses pelayanan kepada masyarakat Desa Ogoamas 1.

xii
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan
di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk.' Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, menerangkan bahwa desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus Urusan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Untuk dapat mengemban amanat
Undang-undang penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, maka pemerintah
dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa, membutuhkan kunci utama yaitu Good
Governance.

Tuntutan adanya good governance ini timbul karena adanya penyimpangan
dalam penyelenggaraan demokratisasi, sehingga mendorong kesadaran warga negara
untuk menciptakan sistem untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak
melenceng dari tujuan semula. Upaya mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan
pembangunan hanya dapat terwujud bila kehidupan demokrasi berjalan dengan baik.
Proses demokratisasi akan berjalan dengan baik jika tercipta supremasi hukum yang
didukung oleh good governance. Dengan demikian, good governance merupakan
paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan kolaborasi
antara pemerintah, swasta dan masyarakat, sebagai wujud dari interaksi sosial politik
antara pemerintahan dengan masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan
kontemporer yang demikian kompleks, dan beraneka ragam.?

Praktek good governance mensyaratkan adanya transparansi dalam proses
penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Dengan memberikan kesempatan
kepada masyarakat luas untuk mengetahui berbagai informasi mengenai
penyelenggaraan pemerintahan, maka dapat mempermudah upaya masyarakat dalam
menilai keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan publik. Masyarakat secara

'Emilda Firdaus, “Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Periode Dalam Tiga
Pemerintahan di Indonesia,” IImu Hukum 2, No. 2 (2011), 3.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa, Pasal 1
Avyat (1).

3Sollcup Colections, “Good Governance Tata Pemerintahan Yang Baik. Blog Sollcup
Colections. https://newberkeley. wordpress.com/2010/07/02/good-governance-tata-pemerintahan-
yang-baik. Html ( Tanggal 6 Maret 2021).
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mudah dapat menentukan apakah akan memberikan dukungan kepada pemerintah,
atau sebaliknya, kritikan dan protes yang dilakukan agar pemerintah lebih berpihak
kepada kepentingan masyarakat. Lebih dari itu, hak untuk memperoleh informasi adalah
hak asasi dari setiap warga negara agar dapat melakukan penilaian terhadap kinerja
pemerintah secara tepat.

Selain transparansi praktek good governance juga ditunjukkan dengan
adanya sistem pelayanan birokrasi pemerintah yang akuntabel, kesadaran di antara
para pegawai pemerintah mengenai pentingnya mengubah citra pelayanan
masyarakat sangat diperlukan. Menurut Januar akuntabilitas merupakan
pertanggungjawaban manajemen atau penerima amanah kepada pemberi amanah
atas pengelolaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya baik secara
vertikal maupun horizontal.* Maksud dari akuntabilitas secara vertikal adalah
akuntabilitas yang menyangkut pertanggungjawaban manusia kepada Allah swt.

Akuntabilitas  horizontal adalah  akuntabilitas yang menyangkut
pertanggungjawaban manusia terhadap sesama manusia dan lingkungan sekitarnya.
Oleh karena itu, dalam implementasinya, penyelenggaraan tugas pemerintahan di
lingkungan pemerintah daerah dituntut untuk bisa menerapkan prinsip-prinsip good
governance, atau dengan kata lain pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan
harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan aspirasi, akses informasi
dan juga melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan.

Pemerintah harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, karena pada
hakikatnya pelaksanaan prinsip good governance sebagai upaya mendekatkan
pemerintah dengan rakyatnya. Untuk itu peranan Pemerintah Daerah harus terfokus
pada upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat selain pemberdayaan
masyarakat dan pembangunan. Menurut Rasyid dalam Suprianto, tugas pokok
pemerintahan pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, dengan kata
lain pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk
melayani masyarakat demi tercapainya tujuan bersama.’

Kebutuhan akan karakteristik good governance dalam penyelenggaraan
pelayanan masyarakat ini menyangkut efektivitas dan efisiensi pelayanan.
Masyarakat mengharapkan dalam melakukan transaksi dengan organisasi

*Januar Eko Prasetyo, “Tazkiyatun Nafs: Kajian Teoritis Konsep Akuntabilit,” (Jurnal:
Analisa Akuntansi dan Perpajakan, vol. 1 No. 1, 3 (Maret 2017), 20. https://ejournal.unitomo.ac.id/
index.php/akuntansi/article/download/108/44. (23 Maret 2021).

*Suprianto, “Fungsi Pemerintah dalam Pelayanan Publik Kasus Pengujian Kendaraan
Bermotor Pada Uptd Dinas Perhubungan Informasi Dan Komunikasidi Kabupaten Kampar.” Fisip
1, no. 2 (2014), 3.
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pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan pelayanan dapat dilaksanakan
secara mudah, cepat dan tepat.®

Untuk mengimplementasikan Good Governance, aparat desa yang berada di
tengah-tengah masyarakat dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang
sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya perangkat desa
diharapkan dapat menjadi pengayom masyarakat.

Berangkat dari pemikiran tersebut jika dikaitkan dengan realitas pada aparat
desa Ogoamas Il. Menunjukkan bahwa kemampuan aparatnya dalam
mengimplementasikan good governance masih belum maksimal atau belum
terlaksana secara optimal. Hal ini terbukti dari pelaksanaan tugas administrasi yang
tidak terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan, sering melakukan aktivitas
lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi, serta kedisiplinan aparat desa yang
belum maksimal.

Masyarakat masih sering mengeluhkan para aparat pemerintah desa yang
kurang pengertian pada kebutuhan masyarakat. Untuk memperoleh pelayanan yang
sederhana saja masyarakat sering dihadapkan pada kesulitan, contohnya saat
masyarakat datang ke kantor desa ingin dibuatkan sesuatu hal tapi perangkat desa
belum ada yang hadir di tempat,’ dari hasil survei awal di lapangan nampak juga oleh
penulis bahwa aparatur desa selalu pulang lebih awal dari jam pulang kerja yang
telah ditentukan dengan alasan bahwa tidak ada lagi masyarakat yang berurusan.
Aparat pemerintah desa kurang merasa terpanggil untuk meningkatkan efisiensi dan
memperbaiki prosedur kerja.

Kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa di Ogoamas Il, dilaksanakan oleh
aparat desa dengan jumlah 13 (tiga belas) orang® yang terdiri dari kepala desa dan
perangkat desa. Penyelenggaraan pemerintah desa akan tersusun dan semakin
terarah lebih baik bahkan lebih maju, apabila kinerja segenap aparat desa dalam
memberikan pelayanan tidak lambat, tidak berbelit-belit dan tidak formalitas,
sehingga masyarakat merasa kepentingannya dapat terlayani dengan baik. aparatur
desa terutama kepala desa diharapkan benar-benar menjalankan tugas dan
fungsinya sebagaimana yang telah ditetapkan.

®Yordan Putra Angguna, A. Yuli Andi Gani, dan Sarwono, “Upaya Pengembangan E-
Government Dalam Pelayanan Publik Pada Dinas Koperasi Dan Ukm Kota Malang,” Administrasi
Publik 3. no.1 (2015), 81.

"Samsumarlin, Masyarakat, Wawancara Oleh Penulis di Desa Ogoamas 11, 20 Februari
2021.

®Buku Data Aparat Desa Ogoamas Il Kecamatan Sojol Utara 2020.



Berbagai persoalan di atas sedikit banyak telah mempengaruhi masyarakat
untuk menuntut pemerintah agar menciptakan pemerintahan yang baik (good
governance) agar aparatur pemerintah desa dapat menjalankan tugas pelayanan
kepada masyarakat dengan cara profesional.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian tentang “Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance
Terhadapa Kualitas Pelayanan Masyarakat (Studi Aparat Pemerintahan Desa

IM
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B. Batasan dan Rumusan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini yaitu implementasi prinsip-prinsip good
governance terhadap pelayanan masyarakat khususnya aparat Pemerintah Desa
Ogoamas Il.

Dari batasan masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini
yaitu :
1. Bagaimana langkah perwujudan prinsip good governance oleh aparat
pemerintahan Desa Ogoamas Il dalam melayani masyarakat ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan prinsip
good governance oleh aparat pemerintah Desa Ogoamas Il dalam melayani

masyarakat ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui langkah perwujudan prinsip good governance oleh
aparat pemerintahan Desa Ogoamas Il dalam melayani masyarakat.
b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam
mewujudkan prinsip good governance oleh aparat pemerintah Desa
Ogoamas Il dalam melayani masyarakat.

2. Kegunaan Penelitian



Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka manfaat
penelitian ini terdiri dari :

a. Secara Teoritis

Penelitian ini bisa menjadi bahan kajian bagi peneliti lainnya, termasuk
perguruan tinggi, lembaga pendidikan lainnya, dan lembaga swadaya masyarakat
untuk memahami dan peduli terhadap implementasi prinsip-prinsip good
governance itu sendiri. Dan penelitian ini juga diharapkan bisa dijadikan sebagai
pedoman untuk perencanaan manajemen pemerintahan yang baik terkhusus di
lingkungan aparat desa Ogoamas Il.

b. Secara Praktis

Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam
menerapkan pengetahuan terhadap masalah yang dihadapi secara nyata,
memberikan sumbangan pemikiran dan memperluas wawasan bagi setiap perangkat
desa tentang cara pengimplementasian prinsip-prinsip good governance dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat.

D. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah penulis dalam mengetahui makna yang terkandung dalam
proposal ini, maka penulis memaparkan penegasan istilah yang ada pada judul penelitian ini
yang merupakan batasan yang sederhana dan merupakan istilah yang penting dalam
proposal ini, yaitu dengan menguraikan sebagai berikut

1. Good Governance
Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang
solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien,
penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik
maupun administratif.

Good governance yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana cara aparat
desa dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip yang ada di good governance itu sendiri
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa Ogoamas Il. Dimana Prinsip-prinsip
tersebut adalah Praticipation, Rule of law, Transparency, Responsiveness, Consensus
orientation, Equity, Efficiency and effectiveness, Accountability, dan Strategic vision.

2. Aparat Desa
Aparat desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aparat desa yang terdaftar
sebagai penyelenggara pemerintahan, yang meliputi kepala desa dan perangkat desa
Ogoamas .



3. Kualitas Pelayanan
Pelayanan masyarakat dalam pemerintahan yang baik harus memenuhi kualitas
yang harus dipenuhi. Pelayanan masyarakat yang ada harus berfungsi untuk mengurangi
bahkan menghilangkan kesenjangan peran antara masyarakat dan pemerintaha Desa
Ogoamas Il.

E. Garis-Garis Besar Isi

BAB | merupakan Pendahuluan yang memuat dan membahas mengenai latar
belakang yang berisi tolak ukur untuk apa yang ingin disampaikan, batasan dan rumusan
masalah yang berisi pertanyaan yang akan dibahas, tujuan dan kegunaan yang berisi
gambaran hasil dan manfaat penelitian, penegasan istilah yang berisi keterangan tentang
konsep penelitian, serta garis-garis bersar isi yang memuat gambaran struktur penulisan
dalam penelitian.

BAB Il merupakan Kajian Pustaka yang memuat dan membahas penelitian
terdahulu yang berisi hasil kesimpulan beberapa ilmu pengetahuan dalam sebuah
penelitian dan kajian teori yang berisi seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang
berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik.

BAB Il merupakan Metode Penelitian yang membuat Pendekatan dan Desain
yang berisi strategi yang dipilih untuk mengintegrasikan secara menyeluruh apa yang
menjadi fokus penelitian, Lokasi Penelitian adalah tempat yang menjadi sasaran
penelitian, Kehadiran Peneliti yang berisi letak penulisan dalam sebuah peneliti, Data dan
Sumber Data yang berisi penjelasan dan keterangan dalam penulisan penelitian, Teknik
Pengumpulan Data yang berisi gambaran bagaimana penelitian dilakuakan, Teknik
Analisis Data yang berisi hasil dari penelitian kemudian menghasilkan sebuah
kesimpulan, dan Pengecekan Keabsahan Data untuk memastikan keaslian penelitian.



BAB Il
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ilmiah memerlukan bahan rujukan untuk memperkuat kajian secara
teoritis. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan penulisan skripsi yang profesional dan
mencapai target yang diharapkan. Oleh karena itu penulis menggunakan beberapa hasil
penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai bahan
pertimbangan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Amirul Haq Muis, Hasrat Arief Saleh,
dan Andi M. Rusli dengan judul “Analisis Implementasi Good Governance dalam

Pelayanan Publik di Kecamatan Panakukkang Kota Makassar”’

Dari hasil penelitiannya, implementasi Good Governance dalam Pelayanan Publik di
Kecamatan Panakkukang Kota Makassar secara keseluruhan sudah terlaksana dengan baik
dan akuntabel/bertanggung jawab. Seluruh variabel akuntabilitas yang diteliti menunjukkan
jawaban yang positif yaitu: transparan kepada masyarakat, prosedur yang mudah, kejelasan
persyaratan pelayanan publik yang sangat jelas, bertanggung jawab, cepat dalam
memberikan pelayanan, sopan, ramah, serta memberikan kenyamanan kepada masyarakat
dalam memberikan pelayanan.

Perbedaan jurnal penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu, jurnal
penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif (mixed methods), sedangkan
peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Persamaan terletak pada tujuan dan
subjek penelitian.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Dian Sari dengan judul “Pelaksanaan Good
Governance Dalam Mensejahterakan Rakyat Ditinjau Dari Hukum Administrasi

Negara (Studi Kasus Bappeda Labuhanbatu Utara).™
Dari hasil penelitiannya dijelaskan bahwa, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA) Labuhanbatu Utara dalam pelaksanaan perencanaannya sesuai dengan

*Muhammad Amirul Haq Muis, Hasrat Arief Saleh, dan Andi M. Rusli, “Analisis
Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Panakukkang Kota
Makassar,” Ilmu Pemerintahan 7, no.2 (2014), 81.

Rizki Dian Sari, “Pelaksanaan Good Governance Dalam Mensejahterakan Rakyat
Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara: Studi Kasus Bappeda Labuhanbatu Utara,” (Skripsi,
Jurusan Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan, 2017), 133.



visinya yaitu menuju kabupaten labuhanbatu Utara sejahtera. Dan misi nya menciptakan
tata pemerintahan yang baik, Dalam pelaksanaan nya BAPPEDA Labuhanbatu Utara belum
sepenuhnya optimal untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik karena masih adanya
hambatan yaitu dalam sumber daya manusia ASN nya dan minimnya anggaran yang
tersedia.

Perbedaan dari penelitian ini terletak pada objek penelitian. Pada skripsi ini objek
yang diteliti yaitu BAPPEDA Labuhanbatu Utara, sedang objek penelitian yang akan diteliti
yaitu pada aparat desa Ogoamas Il. Persamaan terletak pada teknik pengumpulan data,
yaitu metode deskriptif kualitatif metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang
berdasar pada kondisi sebenarnya dari objek di lapangan. Selain itu adanya persamaan
tehnik pengumpulan data yaitu menggunaka tehnik observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Serta subjeknya yaitu tentang implementasi atau pelaksanaan good
governance.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Alina dan Ira Amelia dengan judul

“Pengaruh Good Governance dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja

Pemerintah Kabupaten Pelalawan.”™

Dari hasil penelitiannya dijelaskan bahwa, hasil pengujian hipotesis pertama
menemukan bahwa variabel good governance berpengaruh signifikan terhadap
kinerja pemerintah daerah kabupaten pelalawan. Hasil pengujian hipotesis kedua
menunjukkan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah
daerah. Semakin baik dan efektif pengendalian intern yang dilaksanakan, maka
kinerja pemerintah juga akan semakin baik. Perbedaan dari penelitian ini terletah
pada objek yang akan diteliti dan fokus penelitiannya, sedang persamaanya terletak
pada variabel penelitian yaitu tentang good governance.

B. Implementasi Good Governance

1. Pengertian Implementasi
Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan
suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.™

“Nur Azlina, Ira Amelia, “Pengaruh Good Governance dan Pengendalian Intern
Terhadap
Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan.” Akuntansi, vol. 12 no. 2 (Maret 2015), 40. http://jurnal
.unej.ac.id/index.php/JAUJ/article/view/1409/1160 (23 Maret 2021).

2Kamus Besar Bahasa Indonesia, Implementasi, https://kbbi.web.id/implementasi, (26
Maret 2021).



http://jurnal.unej.ac.id/index.php/JAUJ/article/view/1409/1160
http://jurnal.unej.ac.id/index.php/JAUJ/article/view/1409/1160
https://kbbi.web.id/implementasi

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat
menentukan dalam proses kebijakan. Jadi pengertian implementasi adalah berbagai
tindakan yang dilakukan oleh pihak—pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik
pemerintah maupun swasta untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang
telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena
pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang
hendak dicapai.”

2. Pengertian Good Governance
Istilah Good Governance berasal dari induk bahasa Eropa Latin, yaitu
Gubernare yang diserap oleh bahasa Inggris Govern, yang berarti steer (menyetir,
mengendalikan), direct (mengarahkan), atau rule (memerintah)." Good governance
adalah merupakan dasar, syarat dan landasan untuk pengelolaan lingkungan hidup
yang baik. Dikatakan baik, sebab good governance mengikuti kaidah-kaidah tertentu
sesuai dengan prinsip-prinsip dasar good governance.

Untuk mendukung pemerintahan yang baik (Good Governance) pada institusi
pemerintah daerah, ada tiga komponen yang terlibat dalam governance, yaitu
pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hubungan ketiganya harus dalam posisi sejajar
dan saling kontrol untuk menghindari penguasaan atau eksploitasi oleh salah satu
komponen terhadap komponen lainnya, bila salah satu komponen lebih tinggi dari
komponen yang lain, maka akan terjadi dominasi kekuasaan atas dua komponen
lainnya.

3. Pilar-pilar Good governance
Good Governance mempunyai 3 pilar beserta fungsi yaitu :

a. Pemerintah
Pemerintah atau negara berfungsi dalam hal :

1) Regulasi/pembuatan kebijakan publik

2) Pengendalian dan pengawasan publik

Bsolichin Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi
Kebijakan Negara (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 65. https://onesearch.id/Author/Home?author=
Solichin+Abdul+Wahab. (26 Maret 2021).

¥Rizki Alfindo Lubis, “Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap
Kinerja Organisasi, Studi Pada Kantor Camat Medan Helvetia Kota Medan™ (Skripsi Tidak
diterbitkan, Jurusan llmu Administrasi Negara, Universitas Sumatera Utara, 2015), 17.
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3) Pelindungan dan pengayoman masyarakat dan swasta
4) Fasilitasi kepentingan negara dan publik
5) Pelayanan kepentingan publik.

b. Swasta
Swasta atau dunia usaha berfungsi dalam hal :

1) Penggerakan aktivitas bidang ekonomi

2) Usaha-usaha kesejahteraan bangsa

3) Penyelenggaraan usaha-usaha perindustrian dan perdagangan

4) Penyelenggaraan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

c. Masyarakat

Masyarakat berfungsi dalam hal :

1) Posisinya sebagai subjek sekaligus objek bagi penyelenggaraan urusan-
urusan yang dilakukan oleh negara/pemerintah dan swasta

2) Pengontrol terhadap kinerja pemerintah dan swasta.™
Dari fungsi ketiga pilar tersebut dapat disimpulkan bahwa
negara/pemerintah, swasta/dunia usaha dan masyarakat mempunyai fungsi
masing-masing yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, ketiga
pilar tersebut mempunyai fungsi yang berbeda satu sama lain, untuk menghindari
penguasaan oleh salah satu komponen terhadap komponen lainnya.™®

Beberapa keuntungan pemerintah menjalankan kolaborasi dari ketiga pilar
tersebut dalam pelaksanaan program pembangunan :

1) Meningkatkan rasa memiliki (sense of belonging) kepada masyarakat

terhadap suatu program sehingga menjamin kesinambungan program

tersebut.

>pytri Wahyu Febriani, “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan
Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Pagerejo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Tahun
2016 (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Politik Dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri
Semarang, 2017), 18.

®1pid., 19.
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2) Mengurangi hambatan terhadap inovasi program, membantu penyebaran
informasi, atau meningkatkan jumlah warga yang terlibat dalam implementasi
program.

3) Mengurangi ketergantungan terhadap faktor eksternal dan meningkatkan
kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah.

4) Program vyang menekankan masyarakat cenderung sesuai kebutuhan
masyarakat.

5) Sharing risk, dalam arti segala risiko ditanggung bersama antara pemerintah,
swasta, dan masyarakat.

6) Sharing dana, sehingga ketergantungan pada APBD berkurang.

7) Merealisasikan pemerintahan berdasarkan prinsip good governance dan clean
government."’

4. Prinsip dan Unsur Good Governance

a. Prinsip-prinsip good governance

Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-
prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja
suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah
bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good governance.

Prinsip-prinsip ini merupakan suatu karakteristik yang harus dipenuhi dalam
pelaksanaan Good Governance yang berkaitan dengan kontrol dan pengendalian, yakni
pengendalian suatu pemerintahan yang baik agar cara kinerja pemerintah sunguh-
sungguh mencapai hasil yang dikehendaki stakholders.

Menurut LAN, (Lembaga Administrasi Negara) Tahun 2003, juga mengemukakan
bahwa prinsip good governance, meliputi:*®

1) Praticipation, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara

Y"Ramsiah Tasruddin, “Proses Kolaborasi Antar Pemerintah Swasta dan Masyarakat
dalam implementasi kebijakan pemerintah daerah,” Komodifikasi 2, no. 1 (2015): 53.

¥Muhammad Ilham Arisaputra, “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam
Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia”, Yuridika, Vol. 28 No. 2, (Mei — Agustus 2013),
193. https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/download/1881/383. (25 Maret 20210).
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langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat
menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan
berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

2) Rule of law, karangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.

3) Transparency, transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi.
Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh
oleh mereka yang membutuhkan.

4) Responsiveness, lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani
stakeholder.

5) Consensus orientation, berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

6) Equity, setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh
kesejahteraan dan keadilan.

7) Efficiency and effectiveness, pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara
berdayaguna (efisien) dan berhasil guna (efektif).

8) Accountability, pertangggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang
dilakukan.

9) Strategic vision, penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi

jauh kedepan.

Dari sembilan karakteristik tersebut menurut Mardiasmo dalam Heryanto terdapat
tiga pilar yang saling berkaitan untuk mewujudkan good governance yaitu transparansi,
partisipasi, dan akuntabilitas, serta terdapat satu elemen lagi yang dapat mewujudkan good
governance yaitu value for money (ekonomi, efesiensi, dan efektivitas).'®

b.  Unsur-unsur Good Governance

Good governance dapat tercipta ketika semua unsur-unsur good governance yang
disebutkan di atas yaitu adanya rasa tanggung jawab, keterbukaan, partisipasi, aturan
hukum, tanggapan atau merespon, efektif dan efisien, visi strategis, persetujuan umum,

Mardiasmo Dalam Heryanto, “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam
Pelaksanaan Pemerintahan Desa Studi Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng”,
Skripsi Tidak Diterbitkan, (Jurusan Hukum Administrasi Negara, Universitas Hasanuddin,
Makassar, 2017), 27.
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keadilan dapat terpenuhi dan dapat dijalankan secara baik oleh semua aspek dalam rangka
penciptaan good governance. Untuk mewujudkan kepemerintahan vyang baik,
membutuhkan komitmen yang kuat, daya tahan dan waktu yang tidak singkat, diperlukan
pembelajaran dan pemahaman, serta implementasi nilai-nilai kepemerintahan yang baik
pada seluruh stakeholders.

C. Aparat Desa

1. Pengertian Aparat Desa
Aparat sering diartikan sebagai pegawai negeri atau seperangkat sistem yang
digunakan oleh penguasa/pemerintah untuk mengelola kekuasaannya atau semua
perangkat yang digunakan oleh pemerintah untuk menerapkan kekuasaan pada masyarakat.
Oleh karena itu, seandainya aparat diartikan sebagai pegawai sekalipun maka tidak hanya
meliputi pegawai yang berstatus pegawai negeri melainkan pegawai yang bukan pegawai
negeri juga sepanjang terlibat dalam kegiatan pemerintahan.?

Dalam Pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah (UU Pemda) dinyatakan bahwa pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan
perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, kepala dusun, rukun tetangga
dan rukun warga. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aparat desa meliputi semua
orang yang terlibat dalam urusan pemerintahan desa.”

Aparat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan sangat berperan penting
dalam kesejahteraan masyarakat karena merekalah yang berhadapan langsung dengan
masyarakat dalam memberikan pelayanan. Disini aparat membutuhkan kemampuan
berupa pengetahuan dan keterampilan,kegesitan, proaktif dan inovatif. Selain tiga hal
tersebut, aparat desa juga harus mandiri dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam
usaha pemberian layanan yang berkualitas kepada masyarakat.

2. Tugas dan Fungsi Aparat Desa
Berdasarkan pasal 6 sampai 10 dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK) Kepala desa dan perangkat
desa memiliki tugas dan fungsi di antaranya®:

Muh Fachri Arsjad, “Peranan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Administrasi
Pemerintahan Desa di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo,” IImu
Administrasi Publik 1 no. 1 (April 2018): 18.

?!Republik Indonesia, Undang-undang Desa, bab XI, pasal 1.

2Djoko Suyono. Rismanto, “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa Di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang,”
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a. Kepala Desa

Berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan
pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, tata praja Pemerintahan, menetapkan
peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan
ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan
penataan dan pengelolaan wilayah.

b. Sekretaris Desa

Bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan,
melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa,
penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat,
pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas. Serta melaksanakan
urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja
desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan
monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

c. Kepala Urusan (Kaur) bidang Tata Usaha dan Umum, Keuangan dan

Perencanaan
Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat, yang bertugas
membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

1) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
Memiliki fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah,
administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi
perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan
rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan
umum.

2) Kepala Urusan Keuangan
Memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan
administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,
verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa,
Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

3) Kepala Urusan Perencanaan

Kajian Politik Pemerintahan, vol. 1 no. 2 (Oktober 2018), 28. http://ejournal.upstegal.ac.id/index.p
hp/igj/article/view/1246. (13 maret 2021).
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Memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun
rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam
rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta
penyusunan laporan.

d. Kepala Seksi Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan
Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis, dan bertugas
membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.

1) Kepala Seksi Pemerintahan
Memiliki fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan,
menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan
ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat,
kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan
pengelolaan profil desa.

2) Kepala Seksi Kesejahteraan
Memiliki fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan,
pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi
masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan
keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.”

3) Kepala Seksi Pelayanan
Memiliki  fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap
pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi
masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan
ketenagakerjaan.

e. Kepala Urusan Kewilayahan/Kepala Dusun (Kadus)

Memiliki fungsi melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan
kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Serta melakukan
upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan.”

Zbid., 29.

*Ibid.
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D. Kudlitas Pelayanan

1. Pengertian Kualitas
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kualitas yaitu tingkat baik buruknya
sesuatu atau berkaitan dengan mutu.”® Menurut Juran dalam Ayu mengemukakan kualitas
adalah kecocokan penggunaan produk (fitness for use). Kecocokan penggunaan itu didasarkan

pada lima ciri utama berikut:

a. Teknologi, yaitu kekuatan atau daya tahan.
b. Psikologis, yaitu citra rasa atau status.

c. Waktu, yaitu kehandalan.

d. Kontraktual, yaitu adanya jaminan.

e. Etika, yaitu sopan santun, ramah dan jujur.

Kecocokan penggunaan suatu produk adalah apabila produk mempunyai daya tahan
penggunaan yang lama, meningkatkan citra atau 7 status konsumen yang memakainya, tidak
mudah rusak, adanya jaminan kualitas dan sesuai etika bila digunakan. Khusus untuk jasa
diperlukan pelayanan kepada pelanggan yang ramah, sopan serta jujur sehingga dapat
menyenangkan atau memuaskan pelanggan.”®

2. Pengertian Pelayanan
Pelayanan adalah suatu bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi
pemerintah baik di pusat, di daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk barang maupun jasa dalam rangka
pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Menurut Trenggono dalam Dahmiri, pelayanan pada hakikatnya berkaitan
dengan perwujudan fungsi Negara/pemerintahan untuk mengatur, mengendalikan
dan mengawasi, membina serta mengarahkan setiap aspek kehidupan masyarakat
untuk mencapai kehidupan yang aman, tertib, dinamis dan sejahtera dalam

bernegara dan berbangsa.”’

»Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kualitas, https://kbbi.web.id/implementasi, (5 Maret

2021).

®Ayu  Wulandari, Eripudin, Arifannisa, “Sistem Pendidikan Indonesia Dalam
Peningkatan Mutu Pendidikan,” Pendidikan Edu Research, 7, no. 2 (Desember 2018): 10.

“Dahmiri, “Analisa Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan Kantor
Kecamatan  Sarolangun.” Studi Manajemen, vol. 8, no. 2 (Oktober2014), 134.


https://kbbi.web.id/implementasi
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3. Kualitas Pelayanan
Menurut Sianipar dalam Ismail, pelayanan publik yang berkualitas memiliki
beberapa kriteria dan indikator sebagai berikut:

a. Tepat dan relevan, artinya pelayanan harus mampu memenuhi profesi,
harapan dan kebutuhan individu atau masyarakat.

b. Tersedia dan terjangkau, artinya pelayanan harus dapat dijangkau oleh
setiap orang atau kelompok yang mendapat prioritas.

c. Dapat menjamin rasa keadilan, artinya terbuka dalam memberi perlakuan
terhadap individu atau sekelompok orang dalam keadaan yang sama.

d. Dapat diterima, artinya pelayanan memiliki kualitas apabila dilihat dari
teknis atau cara, kualitas, kemudahan, kenyamanan, menyenangkan dapat
diandalkan, tepat waktu, cepat, responsif dan manusiasi.

e. Ekonomis dan efisien, artinya dari sudut pandang pengguna pelayanan
dapat dijangkau dengan tarif dan pajak oleh semua lapisan masyarakat.

f. Efektif, artinya menguntungkan bagi pengguna dan jasa lapisan

masyarakat.”®

Standar kualitas pelayanan yang digunakan oleh sebuah organisasi mungkin saja
tidak berlaku untuk sebuah organisasi yang lain. Karena pada dasarnya standar
pelayanan yang digunakan berbeda, tergantung dengan kebijakan serta arah dari
organisasi tersebut. Pemberian pelayanan yang baik merupakan salah satu upaya
penyedia pelayanan untuk menciptakan kepuasan bagi para penerima pelayanan. Jika
layanan yang diterima atau yang dirasakan sesuai dengan harapan penerima layanan
maka dapat dikatakan pemberi layanan tersebut mempunyai kualitas yang baik, tetapi
sebaliknya jika layanan yang diterima atau yang dirasakan lebih rendah dari pada yang
diharapkan maka dapat dikatakan kualitas layanan itu buruk.

4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

https://journal.trunojoyo.ac.id/kompetensi/article/download/654/575 (4 Maret 2021).

%8 1smail Nurdin, Kualitas Pelayanan Publik Perilaku Aparatur dan Komunikasi Birokrasi
Dalam Pelayanan Publik, http://eprints.ipdn.ac.id/4509/2/Buku%20kualitas%20pelayanan%20publ
ik.Pdf (5 Maret 2021), 19.



https://journal.trunojoyo.ac.id/kompetensi/article/download/654/575
http://eprints.ipdn.ac.id/4509/2/Buku%20kualitas%20pelayanan%20publik.Pdf
http://eprints.ipdn.ac.id/4509/2/Buku%20kualitas%20pelayanan%20publik.Pdf
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Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat
kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pendapat masyarakat dalam
memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan
membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Kepuasan masyarakat sangat perlu
diperhatikan oleh aparat pemberi pelayanan untuk mengetahui kualitas pelayanan
publik.”®

5. Manfaat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Dengan tersedianya data IKM secara periodik, dapat diperoleh manfaat
sebagai berikut :

a. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam
penyelenggaraan pelayanan publik

b. Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh
unit pelayanan publik secara periodik

c. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang
perlu dilakukan

d. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil
pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah

e. Memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan pada
lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja
pelayanan

f. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan

Kebijakan pendayagunaan aparatur negara dalam upaya peningkatan kualitas
pelayanan harus dilaksanakan secara konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan
harapan masyarakat, sehingga pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat selalu
diberikan secara cepat, tepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak
diskriminatif. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus dan berkelanjutan oleh semua
jajaran aparatur negara pada semua tingkatan.

®Maslichah Kurdi, “Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Puskesmas
Pamarayan Kabupaten Serang,” Lingkar Widyaiswara, vol. 3 no. 2 (Juni 2016), 23.
http://juliwi.com/published/E0302/Juliwi0302 22-26.pdf. (13 Maret 2021).



http://juliwi.com/published/E0302/Juliwi0302_22-26.pdf
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Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam
Keputusan Men.PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003, yang kemudian dikembangkan
menjadi 14 unsur yang relevan, valid dan reliaber, sebagai unsur minimal yang harus

ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat dalam meningkatkan

kualitas pelayanan yaitu sebagai berikut :*

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan pada
masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.

Persyaratan pelayanan, vaitu persyaratan teknis dan administratif yang
diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.
Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang
memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung
jawabnya).

Kedisiplinan petugas pelayanan, vyaitu kesungguhan petugas dalam
memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai
ketentuan yang berlaku.*

Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung
jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan.
Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat kemampuan dan keterampilan
yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada
masyarakat.

Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam
waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan.

Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak
membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani.

Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas

%Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/ KEP/ M.PAN./7/2003
tentang Pedoman Umum Penyelengaraan Pelayanan Publik.

*bid.
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dalammemberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah
serta saling menghargai dan menghormati.

10) Kewajaran biaya pelayanan, vyaitu keterjangkauan masyarakat terhadap
besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan.

11) Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan
dengan biaya yang telah ditetapkan.

12) Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

13) Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang
bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada
penerima pelayanan.

14) Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit
penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga
masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko

yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara menetapkan kebijakan tentang
Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap unit pelayanan instansi
pemerintah. Pedoman umum ini, selain dimaksudkan sebagai acuan untuk mengetahui
tingkat kinerja masing-masing unit pelayanan instansi pemerintah, juga diharapkan dapat
memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara obyektif dan periodik
terhadap perkembangan kinerja unit pelayanan publik.*?

E. Good Governance Dalam Perspektif Islam

Para Ahli sebenarnya mengakui bahwa tidak ada struktur pemerintahan
terbaik yang dapat diidentifikasi dengan jelas untuk digunakan sebagai model
universal bagi negara-negara berkembang. Akan tetapi setidaknya diakui bahwa
Good Governance adalah suatu kondisi di mana terwujud hubungan tiga unsur yaitu
pemerintah, masyarakat atau rakyat dan dunia usaha yang berada di sektor swasta

%2Abdul Halim, “Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Publik Di Kelurahan
Jempong Kota Mataram” (Skripsi Tidak diterbitkan, Administrasi Publik, Universitas
Muhammadiyah, Mataram, 2019), 19.
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yang sejajar, berkesamaan, dan berkeseimbangan di dalam peran yang saling
mengontrol®.

Bila kita kaitkan dengan syariah, maka apakah hakekat Good Governance
dalam prespektif hukum Islam? Tidak ada rumusan baku mengenai hal ini. Namun
dari berbagai pernyataan yang terpencar di dalam berbagai ayat al-Qur’an maka kita
dapat mengkontruksi Good Gavernance menurut prespektif syariah. Allah berfirman
dalam Q.S. Al-Hajj/22: 41.

-~
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Terjamahnya :

“(yaitu) orang-orang vang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka
bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh
berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada
Allah-lah kembali segala urusan”?*

Ayat di atas menjelaskan bahwa tugas utama orang-orang mukmin adalah
membangun dan mengokohkan bumi, kemudian mereka orang-orang beriman
menggunakan kekuasaan dengan mengerjakan shalat, membayar zakat dan
menyalurkannya kepada yang berhak, menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat
jelek. Hanya Allah yang berhak menentukan akhir dari semua perkara, dan membuat
hina siapa saja yang dikehendaki-Nya.*®

Dari ayat di atas kita dapat merumuskan Good Gavernance dalam prespektif hukum
Islam yaitu suatu penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan yang
berorientasi pada (1) Penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat untuk pemenuhan
kebutuhan spiritual dan rohaniyahnya sebagaimana disimbolkan penegakan shalat. (2)
Penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan dengan disimbolkan zakat. (3) Penciptaan
stabilitas politik diilhami dari amar ma’ruf dan nahi mungkar.

Dengan memperhatikan ayat-ayat al-Qur’an dan sunnah Nabi saw dapat ditemukan
beberapa nilai dasar yang dapat dijabarkan menjadi asas-asas tata kelola pemerintahan yang

%Joko Setyono, “Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih:
Teori Pertingkatan Norma),” Studi Hukum 6, no. 1 (2015): 12.

%*Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 3317.
%Quraish shihab, Tafsir Al-Mishbah, 2205.
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baik, yaitu: meninggalkan yang tidak bernilai guna, keadilan, tanggung jawab, dan amanah,
serta orientasi ke hari depan.

1. Syura’

Syura’ merupakan sendi kehidupan dalam sosial dan bernegara yang digunakan
sebagai prinsip yang harus ditegakkan di muka bumi. Syura’ adalah suatu prinsip yang
menegaskan bahwa semua problematika kekuasaan dapat dibicarakan. Mengenai cara
bermusyawarah, yang perlu dibentuk ialah lembaga permusywaratan, dan di dalamnya
harus ada cara pengambilan keputusan, cara pelaksanaan putusan musyawarah, dan aspek-
aspek tata laksana lainnya, jadi sebagai prinsip musyawarah adalah syari’at.*®

Syura’ dalam pengertian yang umum, dalam syariat kita, merupakan mabdd’
(prinsip) qur’ani dan asas universal yang mencakup seluruh urusan masyarakat. Syura’ dalam
pengertian ini memiliki cabang-cabang yang berbentuk macam-macam kaidah, berbagai
ketentuan dan hukum yang mewujudkan sistem sosial, politik, dan ekonomi yang sempurna
sekaligus merumuskan metode solidaritas, kerja sama, dan partisipasi dalam pemikiran,
pendapat, dan harta benda.*’

Allah swt menegaskan syura’ dalam Q.S Ali Imran/3: 159 yaitu:
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Terjemahnya :

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap
mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka
menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah
ampun bagi mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu.
Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada
Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”*®

®Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam
Persfektif Figih Siyasah, (Cet. 1, Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 158.

Taufik Muhammad  Asy-Syawi,Penerjemah, Djamaludin  Z.S,”Fighusy-Syura
Wal Istisyarat; Syura Bukan Demokrasi” , (Cet. II, Jakarta, GEMA INSANI PRESS, 1997), 19.

¥Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 71.
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Ayat di atas menjelaskan bahwa dengan mengajak bermusyawarah dapat mengetahui
pendapat mereka dalam berbagai persoalan yang tidak disebut dalam wahyu. Apabila kamu
telah bertekad untuk mengambil suatu langkah setelah terebih dahulu melakukan
musyawarah, laksanakanlah langkah itu dengan bertawakkal kepada Allah, karena Allah benar-
benar mencintai orang-orang yang menyerahkan urusan kepada-Nya.*

2. Keadilan

Dalam Islam, keadilan merupakan salah satu asas yang harus dijunjung. Allah sendiri
mempunyai sifat Maha Adil (al-Adlu) yang harus dicontoh oleh hamba-Nya. Bagi kebanyakan
manusia, keadilan sosial adalah sebuah cita-cita luhur. Bahkan setiap negara sering
mencantumkan secara tegas tujuan berdirinya negara tersebut di antaranya untuk
menegakkan keadilan. Banyak ditemukan perintah untuk menegakkan keadilan,
karena Islam menghendaki agar setiap orang menikmati hak-haknya sebagai manusia
dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya yakni terjaminnya
keselamatan agamanya, keselamatan dirinya (jiwa, raga, dan kehormatannya),
keselamatan akalnya, keselamatan harta bendanya, dan keselamatan nasab
keturunannya. Sarana pokok yang menjamin terlaksananya hal-hal tersebut adalah
tegaknya keadilan (al-ad/) di dalam tatanan kehidupan masyarakat.*

Perintah melaksanakan keadilan banyak ditemukan secara eksplisit dalam Al-
Qur'an. Ayat-ayat Al-Qur'an menyuruh untuk berlaku adil dan Allah sendiri menjadikan
keadilan itu sebagai tujuan dari pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik
menghendaki adanya jaminan kesamaan akses seluruh warga masyarakat terhadap
sumberdaya politik, ekonomi, dan administratif, sebagimana dijelaskan dalam Q.S. Al-
Maidah/5: 8 sebagi berikut:
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Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu
menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah

¥Quraish shihab, Tafsir Al-Mishbah, 250.

“Didin Hafidhuddin, Agar Layar Tetap Terkembang: Upaya Menyelamatkan Umat,
(Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 249.
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sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku
tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah
kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”**

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang mukmin dituntut untuk tidak
memberikan kebencian yang sangat kepada suatu kaum, yang membawa kalian untuk
bersikap tidak adil kepada mereka. Tetaplah berlaku adil, karena keadilan merupakan
jalan terdekat menuju ketakwaan kepada Allah dan menjauhi kemurkaan-Nya.*

3. Tanggung jawab

Tanggung jawab adalah ciri manusia beradab (berbudaya). Manusia merasa
bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan
menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan mengabdian atau pengorbanannya.
Untuk memperoleh atau me-ningkatkan kesadaran bertanggung jawab perlu ditempuh
usaha melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan, dan takwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa’.”®

Sebagai nilai dasar syariah dapat diturunkan asas responsivitas dalam
pemberian pelayanan. Secara khusus asas ini dapat pula disimpulkan dari firman Allah
yang menggambarkan pribadi Rasulullah saw yang sensitif terhadap penderitaan
umatnya. Allah berfirman dalam Q.S. At-Taubah/9:128.
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Terjemahannya :

“Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat
terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan
keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-
orang mukmin.”*

Ayat di atas menjelaskan bahwa telah datang kepada kalian seorang rasul
dari jenis manusia yang bentuknya sama seperti kalian. la merasa sedih melihat

“Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 107.
*2Quraish shihab, Tafsir Al-Mishbah, 920.

*3Shabri Shaleh Anwar, tanggung Jawab pendidikan Dalam Perspektif Psikologi Agama,
Jurnal IImiah Psikologi, Vol. 1, No. 1, Juni 2014, 14.

*Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 207
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penderitaan yang kalian rasakan. la berusaha keras untuk memberi petunjuk kepada
kalian, dan sangat mengasihi dan menyayangi orang-orang Mukmin.*

4. Amanah

Amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain disertai dengan
rasa aman dari pemberinya karena kepercayaannya bahwa apa yang diamanatkan
itu, akan dipelihara dengan baik, serta keberadaanya aman ditangan yang diberi.*

Amanah kepada sesama manusia dapat pula berupa sesuatu, baik materiil
maupun non-materiil yang dipercayakan seseorang kepada orang lain dengan rasa
aman dan tentram. Adapun kepada diri sendiri berupa segala nikmat yang ada pada
manusia yang berguna bagi dirinya, sehingga yang bersangkutan memiliki sifat jujur
dan dapat dipercaya.”’

Dalam konsep amanah itu terdapat suatu asas akuntabilitas. Dalam hal ini,
Allah berfirman dalam Q.S. Al-Bagarah/ 2:42

R DA c A R TP g I R AT
(20 05 ply 31 150505 Jardby 7 3ol 155 Y
Terjemahnya :

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan
janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.”*®

Ayat di atas menjelasakan bahwa Janganlah kalian gabungkan antara
kebenaran yang datang dari-Ku dengan kepalsuan yang kalian buat, agar tidak terjadi
pencampuradukan. Janganlah kalian sembunyikan kebenaran, termasuk di dalamnya
kebenaran Muhammad, sedangkan kalian mengetahui kebenaran hal itu.*

5. Orientasi Ke Hari Depan

** M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian AlQur’an), V. 9,
(Ciputat: Lentera Hati, 2000), 327-328.

**M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i Atas Berbagai

*"M. Quraish Shihab, dkk, Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata (Lentera Hati,
2007), p. 83-85.

“®Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 7

*9Quraish shihab, Tafsir Al-Mishbah, 175.
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Orientasi masa depan merupakan salah satu faktor pendorang untuk mencapai
tujuan di masa depan dan meningkatkan keyakinan individu terhadap kemampuan didalam
dirinya untuk mencapai tujuan.”

Islam sangat menekankan kepada umatnya agar mereka memperhatikan hari esok
dan membuat perencanaan dan persiapan untuk menghadapi hari depan. Allah berfirman
dalam Q.S. Al-Hasyr /59: 18.

T Z z
LG d g Sge NI T A AP B P dk S L dl SR PN e 3E L
Al o] Al e85y aad cwdd b s Sy dbl 1585 | ls el G

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri
memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan
bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan.””*

Ayat di atas menjelaskan bahwa Hendaknya setiap orang memikirkan apa saja
amalan yang dipersiapkan untuk hari esok. Selalu bertakwalah kepada Allah. Allah benar-
benar mengetahui dan akan membalas segala sesuatu yang kalian kerjakan.>

*Gloria A. Tangkeallo, Rijanto Purbojo, Kartika S. Sitorus, Hubungan Antara Selft-
Efficacy Dengan Orientasi Masa Depan Mahasiswa Tingkat Akhir, Jurnal Psikologi, Vol.10, No.
1, Juni 2014, 26.

*! Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 548

*2M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misah: Pesan, Kesan Dan Keserasian AlQur"an,(Ciputat:
Lentera Hati. 2011), Cet. Iv, him. 552.



BAB 111
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang
berdasar pada kondisi sebenarnya dari objek di lapangan. Pendekatan kualitatif dilakukan
pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dengan demikian maka penulis berusaha untuk
memberikan pemaparan tentang segala sesuatu yang menjadi objek penelitian dalam bentuk
deksriptif yang kalimatnya sesuai dengan keadaan sesungguhnya dari suatu objek.

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Desa Ogoamas Il Kecamatan Sojol Utara,
Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Desa Ogoamas Il berjarak 275 Km dari lbukota
Kabupaten Donggala. Dari Kabupaten Donggala ke Kecamatan Sojol Utara dapat ditempuh
melalui jalur darat selama kurang lebih 6 jam.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam kegiatan penelitian, penulis bertindak sebagai instrumen penelitian sekaligus
pengumpul data sehingga keberadaan penulis di lokasi penelitian kualitatif bersifat mutlak
dan telah diketahui oleh seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian.

Kehadiran penulis dalam lapangan membutuhkan waktu kurang lebih 1 (satu) bulan
untuk mendapatkan informasi dan data yang benar dan akurat sesuai dengan pembahasan
dalam penelitian ini, namun tidak menutup kemungkinan akan memerlukan waktu
tambahan apabila situasi dan kondisi yang tidak mendukung untuk pengumpulan data yang
dibutuhkan.

D. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data merupakan hal mendasar yang menentukan
keberhasilan suatu penelitian. Suatu penelitian dikatakan bersifat ilmiah jika memilih
sumber data yang akurat dan terpercaya. Sumber data dalam penelitian
dikategorikan dalam 2 bentuk yaitu :

1. Data Primer
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Data primer adalah suatu data yang dapat memberikan data penelitian
secara langsung®. Adapun sumber data primer dalam penelitian diperoleh melalui
wawancara dan observasi.

2. Data Sekunder
Data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung
data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat
memberikan informasi data tambahan yang dapat memperkuat data pokok>*.
Adapun sumber data sekunder diperoleh melalui dokumen, buku-buku, jurnal,
laporan penelitian dan laporan penelitian lainnya sebagai data pelengkap dalam
penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka dibutuhkan teknik
pengumpulan data. Adapun teknik yang digunakan adalah:

1. Observasi
Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu
pengamatan, dengan pencatatan terhadap objek sasaran. Metode ini juga biasa
diartikan sebagai pengamatan atau pencatatan data proses yang diselidiki.>’

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan terhadap kegiatan-kegiatan
yang dilakukan oleh aparat Desa Ogoamas ll, dan beberapa warga masyarakat sebagai pihak
pemberi dan penerima pelayanan untuk mengamati objek penelitian secara langsung dan
lebih mendalam guna mendapatkan informasi.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang
berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan
jawaban diperoleh dari yang diwawancarai.*® Dalam hal ini adalah aparat Desa Ogoamas |I
dan beberapa warga masyarakat yang berada di lingkup pemerintahan Desa Ogoamas II.

>3Joko P. Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Rimeka Cipta,
1997), 88.

>Suryadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1998), 85

>*Abdurraman Fhatoni, Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta:
PT.Asdi Mahasatya, 2006), 104.

*®Ibid., 106.
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Tehnik wawancara yang digunakan yaitu menggunakan wawancara terstruktur serta
membuat daftar pertanyaan secara sistematis.

3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa
catatan, transaksi, buku, surat kabar, majalah, tesis, makalah, jenis-jenis karya tulis, agenda
dan sebagainya. Proposal ini, penulis menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari
objek penelitian.

F. Teknik analisis data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis semua
catatan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman
penulis tentang studi kasus yang diteliti. Dalam menganalisis data dalam penelitian ini,
penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Adapun teknik analisis data yang
digunakan dalam penelitian terdiri dari tiga tahap, yaitu:

1. Reduksidata
Penulis merangkum seluruh data yang ditemukan di lokasi penelitian dan mengambil
beberapa data yang dianggap pantas mewakili untuk dimasukkan dalam penelitian ini.

2. Penyajian Data
Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phie card, pictogram dan
sejenisnya. melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola
hubungan sehingga akan semakin mudah difahami. dengan melakukan penyajian data, maka
akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya
berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.”’

3. Verifikasi Data
Verifikasi data adalah suatu pengambilan kesimpulan dengan cara mengevaluasi data
atau memeriksa kembali data yang telah disajikan, sehingga penyajian dan pembahasan benar-
benar dijamin akurat atau mengevaluasi dan menilai data-data yang disajikan.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan akurat perlu dilakukan pengecekan data yang
bertujuan untuk menguji validitas dan reliability dengan berbagai sumber data dan dalam
penelitian ini menggunakan triangulasi agar menghubungkan pendapat atau teori yang ada, dan

*’Sugiyono, Metode, 339.
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selain itu, peneliti juga melakukan diskusi dengan para informan serta dosen pembimbing agar
data dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Sugiyono dalam bukunya yang berjudul Memahami Penelitian Kualitatif
memaparkan bahwa, Teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik
pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan
sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi,
maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kreadibilitas data,
yaitu mengecek kreadibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai
sumber data.”®

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang terbagi menjadi tiga
sebagai berikut, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek
data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh, untuk menguji
kredibilitas data tentang gaya kepemimpinan seseorang, maka pengumpulan dan pengujian
data yang telah diperoleh dilakukan kebawahan yang dipimpin, ke atasan yang menugasi, dan
keteman kerja yang merupakan kelompok kerjasama. Data dari ke tiga sumber tersebut, tidak
bisa dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripskan, dikategorisasikan,
mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari tiga sumber data tersebut.
Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya
dimintakan kesepakatan (member chek) dengan tiga sumber data tersebut.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek
data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan
wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga
teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbedabeda, maka
peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain,
untuk memastikan data mana yang dianggap benar, atau mungkin semuanya benar, karena
sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu
Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan
teknik wewancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah,
akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kerdibel. Untuk itu dalam rangka
pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan
wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji

*83ugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2010), 83.
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menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai
ditemukan kepastian datanya.

Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim
peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data. Selanjutnya, untuk memperoleh
tingkat keabsahan data yang maksimal, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi
sumber. Triangulasi sumber merupakan cara untuk memperoleh data dari sumber yang
berbeda-beda dengan teknik yang sama. Triangulasi sumber ini dimaksudkan untuk melihat
kembali keabsahan data dari suatu sumber atau informasi melalui waktu dan instrumen yang
berbeda dengan menggunakan metode kualitatif. >®

*Ibid., 127.



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Ogoamas Il

a. Sejarah Desa Ogoamas Il

Desa Ogoamas Il berasal dari bahasa dampal yang terdiri dari dua kata yaitu
0go dan amas, 0go artinya air dan amas artinya jernih atau emas jadi Ogoamas
dapat diartikan air yang jernih seperti emas. Nama Ogoamas diambil karena
memiliki sungai yang mengalir membela Desa Ogoamas yang berwarna keemasan,
sebelum masa penjajahan wilayah Desa Ogoamas merupakan bagian dari
Kabupaten Toli-toli, hal ini dapat dilihat dengan adanya bukti sejarah pulau taring
yang hingga saat ini posisinya berada di wilayah Desa Lenju, dimana pada masa itu
di kuasai oleh dua orang raja yaitu raja bantilan menyerahkan daerah Ogoamas
kepada Raja Donggala sebagai mahar atas pernikahan putranya sehingga pada masa
itu wilayah Desa Ogoamas menjadi bagian dari Kabupaten Donggala.®

Pembangunan infrastruktur di Desa Ogoamas Il, cukup untuk bisa
menaikkan taraf kehidupan masyarakat desa dan untuk meningkatkan
perekonomian di pedesaan, pembangunan ini bukan hanya tanggung jawab
pemerintah pusat, maka di perlukan sinergi yang baik dari pemerintah pusat sampai
pemerintah desa agar pembangunan yang di lakukan tepat sasaran dan menjadi
tanggung jawab masyarakat untuk memelihara pembangunan tersebut, serta
partisipasi masyarakat sangat penting dalam pembangunan masyarakat desa untuk

jenjang selanjutnya.®*

®Byku Aparat Desa Ogoamas |l Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala 2022.

' Buku Aparat Desa Ogoamas |l Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala 2022.
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Desa Ogoamas Il dipimpin oleh kepala desa mulai dari tahun 1996-2020.

Adapun nama-nama kepala Desa Ogoamas Il yang pernah memerintah adalah

sebagai berikut :°?

Tabel 4.1
Daftar Nama Kepala Desa Ogoamas |1
NO PERIODE NAMA KADES KETERANGAN
1 | Tahun 1948 s/d 1968 Sandesang Kepala Desa
2 | Tahun 1968 s/d 1984 Asdar Dg. Rullah Kepala Desa
3 | Tahun 1984 s/d 2002 Nurdin Djalante Kepala Desa
4 | Bulan 02-2002 s/d 05-
Drs. Achmas Ali Ma PJS
2002
5 | Tahun 2002 s/d 2014 Andi Akib Kepala Desa
6 | Bulan 04-2014 s/d 12-
Hasanuddin L.Tholembah PJS
2015
7 | Tahun 2016 s/d 2021 Mansyur Dg. Mallawa Kepala Desa

Sumber data : Buku Data Aparat Desa Ogoamas |

b. Visi Dan Misi Desa Ogoamas Il

Visi
adil dan tertib.

Misi :

: Mewujudkan Ogoamas Il yang kreatif, Inovatif, berdaya saing,

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing agar mampu

menghasilkan

membangun desa.

pemikiran

ynag kreatif dan

inovatif dalam

2. Meningkatkan kualitas dan kesediaan infrastruktur dalam pelayanan

publik.

®2Buku Aparat Desa Ogoamas |1 Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala 2022.
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3. Meningkatkan pelayanan administrasi yang benar dan cepat,
tanggap adil, terbuka, cekatan, tepat guna serta dapat
dipertanggungjawabkan.

4. Menjalankan roda pemerintahan desa yang harmoni dan harmonis
dan sejalan berlandaskan musyawarah bersama seluruh
kelembagaan desa, BPD, stakeholder (pihak terkait) dan
masyarakat.

c. Daftar Nama Perangkat Desa Ogoamas |1
Daftar nama-nama perangkat Desa Ogoamas Il periode 2016 -2021 yaitu

sebagai berikut:®®

Tabel 4.2
Nama Parangkat Desa Ogoamas ||
Tempat Tanggal | Pendidikan
No Nama Jabatan
Lahir Terakhir
Ogoamas,
1 | Mansyur Dg Mallawa SLTA Kepala Desa
11-12-1963
Rustamayadi Ogoamas,
2 S1 Sekretaris Desa
M.Asdar SH 09-06-1966
Donggala, Kasi
3 Umar Yahya SLTA
21-12-1972 Pemerintahan
Tompoh, Kasi
4 Moh Dandi SMK
06-09-1998 Perencanaan
Ogoamas, Operator
5 Masna SMA
25-05-1988 Siskeudes
6 Marwiah Ogoamas, SLTA Kaur Umum

®*Buku Aparat Desa Ogoamas |l Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala 2022.
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30-11-1987

Ogoamas, 05-10-

7 Anawasti SMK Kaur Keuangan
1995
Ogoamas,
8 Sri Wahyuni SLTA Kasi Kesra
29-12-1993
Ogoamas 11, 02-
9 Hamriana SMK Kasi Pelayanan
09-1995
10 Arifin SD Kepala Dusun |
Sidondo,
11 Rusmin SD Kepala Dusun Il
16-03-1973
Majenne, Kepala Dusun
12 Basiran SD
01-05-1971 Il
Ogoamas , Kepala Dusun
13 Saharuddin SD
01-07-1977 v
Ogoamas 1,
14 Edil Ramadan SD Kepala Dusun V
31-01-1998
Sumber data: Buku Data Aparat Desa Ogoamas ||
2. Kondisi Geografis Desa Ogoamas Il

Kondisi geografis adalah suatu keadaan permukaan bumi pada suatu wilayah

tertentu.** Secara geografis Desa Ogoamas II, Merupakan salah satu desa di

kecamatan sojol utara yang memiliki Luas Wilayah mencapai 42,84 km2 yang

terbagi dari 5 dusun (lima dusun) dengan 6 RT, yakni dusun I (Labuan) memiliki 2

RT, Dusun Il (Sampini) memiliki I RT, Dusun 11l (Kampung mandar) memiliki | RT

, Dusun 1V (Manuba) memiliki | RT, Dusun V (Malak) memilik | RT.

**Buku Aparat Desa Ogoamas |l Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala 2022.
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Posisi Desa Ogoamas |l terletak pada bagian Utara Kabupaten Donggala
berbatasan langsung dengan, sebelah Utara Selat Makassar, Sebelah Timur Desa
ogoamas I, Sebelah Selatan Desa Tinombo, sebelah Barat Desa Lenju. Dan jumlah
dusun sebanyak 5 dusun. Adapun luas wilaya Desa Ogoamas Il adalah sebagai

berikut:®®

Tabel 4.3
Luas Wilayah Desa Ogoamas Il
NO NAMA DUSUN LUAS (Ha)
1 Dusun | ( Labuan) +8ha
2 Dusun 11 ( Sampini ) +7ha
3 Dusun 111 ( Kampung Mandar ) +10 ha
4 Dusun IV ( Manuba ) +7ha
5 Dusun V ( Malak ) +2ha

Sumber data: Buku Data Aparat Desa Ogoamas ||

Desa Ogoaamas Il Secara Administatif merupakan salah satu Desa yang
barada diwilayah Administratif Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala
dengan batas-batasnya sebagai berikut:

a. Sebelah utara berbatasan dengan selat makassar

b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Ogoamas | Kecamatan Sojol

Utara
c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tinombo
d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Lenju Kecamatan Sojol Utara
3. Kondisi Topografi Desa Ogoamas Il
Desa Ogoamas Il, Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala Provinsi

Sulawesi Tengah berada Pada ketinggian + diatas Permukaan Laut ( Longitut 5

®Buku Aparat Desa Ogoamas | Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala 2022.
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OE dan 500 etitut OE) dengan Luas Wilayah mencapai 42,48 Km 2 dan curah
hujan £ 1850 mm, rata-rata suhu udara 280 — 320 celcius.
4. Kondisi Demografi Desa Ogoamas Il
Desa Ogoamas Il memiliki penduduk sejumlah 3.492 jiwa, yang tersebar
dalam 5 dusun, dengan rincian 1.865 laki-laki. Dan 1.627 perempuan, terdiri dari 793
KK, yaitu 172 KK Miskin, 189 KK Pra Sejahtera dan 423 KK Sejahtera. Adapun

rincian jumlah penduduk per Dusun berdasarkan data profil desa adalah sebagai

berikut;®®
Tabel 4.4
Daftar Sumber Daya Manusia
No Uraian Sumber Daya Manusia (SDM) Jumlah | Satuan

1 | Penduduk dan keluarga:

Jumlah penduduk laki-laki 1.865 Orang
Jumlah penduduk perempuan 1.627 Orang
Jumlah keluarga 793 Keluarga

2 | Sumber penghasilan utama penduduk:

Pertanian, perikanan, perkebunan 1.276 Orang
Pertambangan dan penggalian - Orang
Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll) 7 Orang
Perdagangan besar/eceran dan rumah makan 150 Orang

*Byuku Aparat Desa Ogoamas |l Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala 2022.
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Angkutan, pergudangan, komunikasi 2 Orang
Jasa Orang
PNS/TNI/POLRI/Pensiunan 20/2/2/1 Orang
Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dil) - Orang
3 | Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan:
Lulusan S-1 keatas Orang
Lulusan SLA Orang
Lulusan SMP Orang
Lulusan SD Orang
Tidak tamat SD/ tidak sekolah Orang

Sumber data: Buku Data Aparat Desa Ogoamas Il

a. Sumber Daya Alam

Adapun sumber daya alam yang terdapat di desa Ogoamas Il dapat dilihat

padatabel berikut;®’

Tabel 4.5

Daftar Sumber Daya Alam

No Uraian Sumber Daya Alam

Volume

Satuan

1 | Material batu kali dan Kerikil

m3

"Buku Aparat Desa Ogoamas |l Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala 2022.
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2 | Pasirurug m3

3 | Lahan Tegalan Ha

4 | Lahan Persawahan 625 Ha

5 | Lahan Hutan 253 Ha

6 | Sungai Tandayo P 17.000 M
Tanaman Perkebunan : Jambu Mente,

7 -/15/145 Ha
Jagung, Kelapa

8 | Airterjun 1 Bh

9 | Danau -

10 | Padang Rumput - Ha

Sumber data: Buku Data Aparat Desa Ogoamas Il

b. Sumber Daya Pembangunan

Adapun Rincian Sumber Daya Pembangunan Desa Ogoamas Il Kecamatan

Sojol Utara Kabupaten Donggala dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut:®®

Tabel 4.6

Daftar Sumber Daya Pembangunan

No

Uraian Sumber Daya Pembangunan

Jumlah

Satuan

LA1.1.1 Aset prasarana umum:

®®Buku Aparat Desa Ogoamas |l Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala 2022.
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Jalan Km
Jembatan Unit
Rumah Ibadah Unit
LA1.1.2 Aset Prasarana pendidikan:

Gedung Paud Unit
Gedung TK Unit
Gedung SD Unit
Taman Pendidikan Alqur'an

LA1.1.3 Aset prasarana kesehatan

Posyandu

Polindes

MCK Unit
Sarana Air Bersih Unit
Aset prasarana ekonomi:

Pasar desa

Tempat Pelelangan Ikan

Kelompok Usaha Ekonomi Produktif:

Jumlah kelompok usaha Kelompok
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Jumlah kelompok usaha yang sehat - Kelompok

6 | Aset berupa modal

a. Total aset produktif 1

b. Total pinjaman di masyarakat

Sumber data: Buku Data Aparat Desa Ogoamas Il

B. Langkah Perwujudan Prinsip Good Governance Oleh Aparat Pemerintahan
Desa Ogoamas Il Dalam Melayani Masyarakat

Good Governance merupakan dasar, syarat dan landasan untuk pengelolaan
lingkungan hidup pemerintahan yang baik. Dikatakan baik, sebab good governance
mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar good governance.
Adapun langkah perwujudan yang dilakukan oleh Aparat Desa Ogoamas Il dalam
melayani masyarakat dengan implementasi prinsip-prinsip good governance adalah:

1. Partisipasi Masyarakat (Participation)

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan,
baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakkilan yang sah yang
mewakili kepentingan mereka. Partisipasi dapat dibangun bedasarkan kebebasan
berkumpul dan mengungkapkan pendapat untuk menjamin agar setiap kebijakan yan
diambil mencerminkan aspirasi masyarakat.

Bedasarkan wawancara bersama Bapak Mansyur Dg Malawwa selaku kepala

Desa Desa Ogoamas Il mengatakan bahwa:

“Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sangat dibutuhkan dalam
meningkatkan kemajuan desa, bentuk keterlibatan masyarakat desa ogoamas Il
dimana meraka sangat berpartisipasi dalam mengikuti rapat tentang proses
pembangunan desa, kegiatan desa ataupun mungkin tentang penyelesaian
masalah desa. Selain itu partisipasi kesediaan masyarakat dalam pemeliharaan
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pembanguanan desa termaksud sudah sangat baik, mereka mampu menjaga
fasilitas bangunan yang telah didiriakan oleh desa.

Dari hasil wawancara di atas menyatakan bahwa partisipasi masyarakat sangat
diperlukan dalam pembangunan suatu desa, keterlibatan masyarakat dapat diukur
dengan melihat kehadiran masyarakat dalam ikut serta rapat atau kegiatan-kegiatan
lainnya. Selain itu, masyarakat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan bangunan
desa sudah sangat baik, sehingga fasilitas bangunan desa masih terjaga.

Bedasarkan wawancara bersama Bapak Arifin selaku Kepala Dusun | Desa

Ogoamas Il mengatakan bahwa:

“Partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan pendapat sangat

diperlukan dalam membangun desa, pendapat tersebut akan di tampung dan

dipertimbangkan sematang-matangnya, sehingga dapat memberikan keputusan
dan kebijakan yang baik. Adapun yang terlibat dalam musyawarah desa dalam
kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) yaitu

Bumdes PKK, BPD, kelompok tani, dan lain-lain.”"

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa parrtisipasi masyarakat sangat
penting dalam memberikan pendapat kepada desa. Kemudian pendapat tersebut akan
dipertimbangkan semaksimal mungkan untuk melahirkan kebijakan yang baik.
Kelampok yang yang terlibat dan ikut serta dalam memberikan partisipasi pada
kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) yaitu Bumdes,
PKK, BPD, kelompok tani dan lain-lain.

Bedasarkan wawancara bersama lbu Nasmah selaku warga masyarakat Desa

Ogoamas Il menyatakan bahwa:

“Masyarakat sangat dilibatkan dalam memberikan pendapat untuk menjamin
agar setiap kebijakan dapat dipertimbangkan dengan matang oleh pemerintah
desa. Salah satunya adalah dalam mengikuti kegiatan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPJM-Des).””’

®Mansyur Dg Malawwa, Kepala Desa, Desa Ogoamas Il Kecamatan Sojol Utara
Kabupaten Donggala, wawancara Penulis

Arifin, Kepala Dusun I, Desa Ogoamas Il Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala,
wawancara Penulis

"Nasmah, Tokoh Masyarakat, Desa Ogoamas |l Kecamatan Sojol Utara Kabupaten
Donggala, wawancara Penulis
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Dari hasil wawancara di atas menjelakan bahwa partisipasi masyarakat sangat
diperlukan dalam memberikan masukan dan pendapat tentang pembangunan desa.
Dengan terlibatnnya masyarakat dapat memberikan timbal balik antara masyarakat,
swasta dan pemerintah desa.

2. Tegaknya Supremasi Hukum (Rule Of Law)

Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan kebijakan publik
memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Sehubungan dengan itu, dalam proses
mewujudkan good governance harus diimbangi dengan komitmen untuk
menegakkan rule of law, karangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa
pandang bulu, termaksud di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi
manusia.

Bedasarkan wawancara bersama Bapak Mansyur Dg Malawwa selaku

kepada Desa Ogoamas Il mengatakan bahwa:

“Dalam melindungi hak asasi manusia, pemerintah desa membuat karangka
hukum untuk mengatur kepentingan seluruh masyarakat dalam menjalankan
aktivitasnya. Aturan tersebut dibuat dan diberlakukan tanpa pandang bulu
kepada siapapun yang melanggar. Maka dari itu rule of law sangat penting
untuk melahirkan suatu tata kelolah pemerintahan yang baik dalam
pemerintahan desa.”"

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa rule of law sangat penting
dalam melahirkan suatu tata kelolah pemerintahan yang baik, sehingga dapat
melindungi dan mengatur seluruh masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya.

3. Transparansi (Transparency)

Transparansi merupakan keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan
yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi dapat menciptakan kepercayaan
timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan

menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

"Mansyur Dg Malawwa, Kepala Desa, Desa Ogoamas Il Kecamatan Sojol Utara
Kabupaten Donggala, wawancara Penulis



44

Bedasarkan wawancara bersama Bapak Mansyur Dg Malawwa selaku

kepada Desa Ogoamas Il mengatakan bahwa:

“Keterbukaan kepada masyarakat sangat diutamakan, dimana masyarakat
harus dapat meneriman informasi yang memadai dari pemerintah desa.
Prosedur yang digunakan dalam hal ini sudah sesuai dengan SOP yang
ditetapkan, sehingga pemerintah dapat menciptakan kepercayaan kepada
masyarakatnya. Kemudian sebagai kepala desa bukan hanya sekedar
menjabat, akan tetapi harus menjadi pelayan bagi masyarakatnya.”

Dari wawancara di atas menyatakan bahwa, sebagai kepada desa bukan hanya
nama atau jabatan, akan tetapi sebagai pelayan untuk masyarakatnya. Maka dengan itu
desa menjamin agar informasi dan pelayanan harus benar-benar memadai. Kemudian
prosrdur yang diterapkan oleh desa sudah sesuai dengan SOP yang ditetapkan.

Bedasarkan wawancara bersama Bapak Darman selaku Ketua Badan

Permusyarawatan Desa (BPD) Desa Ogoamas Il mengatakan bahwa:

“Seluruh aktivitas yang diterapkan dan dilaksanakan oleh perangkat desa sangat
taranparansi baik dari segl anggaran, pembangunan, palayanan dan informasi
mudah untuk di dapatkan.”’

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa semua kegiatan dan aktivitas
yang dilakukan oleh perangkat desa sangat tranparansi, hal tersebut menjadikan
kepercayaan masyarakat dapat meningkat.

Bedasarkan wawancara bersama Ibu Sri Wahyuni selaku Kasi Kesra Desa

Ogoamas Il menyatakan bahwa:

“Dalam proses memberikan pelayanan mengenai keterbukaan tentang
persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mengurus
administarasi, kami sudah memberikan keterbukaan kepada masyarakat tentang
persyaratan apa saja yang harus dilengkapi dalam pengurusan berkas.””’

"Mansyur Dg Malawwa, Kepala Desa, Desa Ogoamas Il Kecamatan Sojol Utara
Kabupaten Donggala, wawancara Penulis

"Darman, Ketua Badan Permusyarawatan Desa (BPD), Desa Ogoamas Il Kecamatan
Sojol Utara Kabupaten Donggala, wawancara Penulis

™Sri Wahyuni, Kasi Kesra, Desa Ogoamas |l Kecamatan Sojol Utara Kabupaten
Donggala, wawancara Penulis
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Dari hasil wawancara di atas memperlihatkan bahwa mengenai keterbukaan
tentang persyaratan-persyaratan dalam mengurus administrasi desa telah membrikan
keterbukaan kepada masyarakat tentang segala sesutu yang berhubungan dengan
administrasi yang ingin masyarakat ingin penuhi.

4. Pelayanan (Responsiveness)

Pelayanan merupakan tanggung jawab yang dilakukan kepada public dalam
bentuk jasa atau barang secara administratif.

Bedasarkan wawancara dari Bapak Mansyur Dg Malawwa selaku kepada

Desa Ogoamas Il mengatakan bahwa:

“Selama ini kami telah besikap baik, ramah dan sopan kepada
masyarakat dalam mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan
administrasi. Saya selaku kepala desa menginginkan kenyamanan bagi
masyarakat dalam mengurus apapun, berkomunikasi dengan baik dan
mudah dimengerti, serta tidak membuat masyarakat menjadi bingung
dalam melakukan pengurusan administrasi.”"®

Dari hasil wawancara di atas menyatakan dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat kepala desa telah bersikap baik kepada masyarakatnya.
Kemudian dalam pengurusan administrasi mereka selalu menggunakan bahasa
yang baik dan mudah dimengerti oleh masyarakat, sehingga dalam pengurusan
administrasi masyarakat tidak menjadi kebingunguan.

Bedasarkan wawancara bersama Ibu Hamriana selaku Kaur Pelayanan

Desa Ogoamas Il menyatakan bahwa:

“Perangkat desa sangat mengedepankan kepentingan masyarakat dalam
bentuk sistem pelayanan yang baik, cepat respon, dan tidak
menyusahkan masyarakat. Hanya saja yang menjadi kendala dalam
pelayanan tersebut adalah prasarana yang sangat terbatas, dimana
terdapat 1 kamputer dan 1 prit. Sehingga menyebabkan masyarakat harus
menunggu atau antri.”’’

"®Mansyur Dg Malawwa, Kepala Desa, Desa Ogoamas Il Kecamatan Sojol Utara
Kabupaten Donggala, wawancara Penulis

""Hamriana, Kaur Pelayanan, Desa Ogoamas Il Kecamatan Sojol Utara Kabupaten
Donggala, wawancara Penulis
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Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa masyarakat sangat puas
terhadap pelayanan yang diberikan, hanya saja prasarana yang masih terbatas
yang menghambat, sehingga menyebabkan masyarakat sedikit menunggu.

Bedasarkan wawancara bersama Ibu Nasmah selaku warga masyarakat

Desa Ogoamas Il menyatakan bahwa:

“Sistem pelayanan yang diberikan oleh perangkat desa sangat baik,
mereka besikap ramah dan sopan juga baik dam menggunakan bahasa
yang mudah kami mengerti, sehingga dalam pengurusan surat-surat atau
kepentingan lain mendapat respon yang cepat dan tidak berbelit-belit.”"®

Dari hasi wawancara di atas menjelaskan bahwa pelayanan yang dilakukan
oleh perangkat desa sangat baik, mereka besikap ramah, sopan serta berkomunikasi
dengan baik, sehingga masyarakat merasa mudah dalam pengurusan administrasi
dan kepentingan lainnya.

5. Berorientasi pada Konsensus (Consensus)

Konsesus merupakan kesepakatan atau permufakatan bersama untuk
mencapai keputusan yang dilakukan melalui proses musyawarah. Dalam konteks
pelaksanaan di pemerintahan, karena urusan yang mereka kelola adalah
permasalahan publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Maka,
semakin banyak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara
partisipan, maka akan semakin banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang
terwakili.

Bedasarkan wawancara bersama Bapak Mansyur Dg Malawwa selaku

kepada Desa Ogoamas Il mengatakan bahwa:

“Dalam pengambilan sebuah keputusan, desa selalu melakukan musyawarah
dalam pengambilan keputusan atas permasalahan publik, sehingga tidak
menimbulkan pendapat sepiha b

"®Nasmah, Tokoh Masyarakat, Desa Ogoamas Il Kecamatan Sojol Utara Kabupaten
Donggala, wawancara Penulis

®Mansyur Dg Malawwa, Kepala Desa, Desa Ogoamas Il Kecamatan Sojol Utara
Kabupaten Donggala, wawancara Penulis
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Dari wawancara di atas menjelaskan bahwa dalam pengambilan suatu
keputusan selalu dilakukan musyawarah atas permasalahan publik. Agar tidak
menimbulkan  pendapat sepihak dan permasalahan yang ada dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Bedasarkan wawancara bersama Bapak Rusmin selaku Kepala Dusun 11

Desa Ogoamas Il menyatakan bahwa:

“Dalam pengambilan suatu keputusan tentang permasalahan-permasalahan
publik, Kelapa Desa selalu mengundang seluruh aparat desa untuk
bermusyawarah dalam menyelesaikan seluruh kelukesah masyarakat. Sehingga
dapat melahirkan solusi dengan kebijakan-kebijakan yang baik. Dengan be(gitu,
semakin banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang akan terpenuhi.”

Dari hasil wawancara di atas menyatakan bahwa dalam pengambilan sebuah
keputusan, salalu dilakukan dengan bermuasyawarah untuk menyelesaikan
permasalahan-permasalahan masyarakat. Jika kelukesah masyarakat sudah banyak dan
tidak terkendalikan, maka Kapala Desa akan mengundang seluruh anggotanya untuk
menyelesiakan masalah tersebut. Dengan begitu seluruh masyarakat akan merasa
bahwa kebutuhannya dan permasalahan yang dihadapi akan terselesaikan.

6. Kesetaraan (Equity)

Kesetaraan yaitu dimana kesamaan dalam perlakuan dalam pelayanan, semua
warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan
kesejahteraan mereka. Prinsip kesejahteraan menciptakan kepercayaan timbal-balik
antara pemerintan dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin
kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Berkaitan
dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah perlu proaktif dalam memberikan

informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakan kepada masyarakat.

®Rusmin, Kepala Dusun Il, Desa Ogoamas Il Kecamatan Sojol Utara Kabupaten
Donggala, wawancara Penulis
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Bedasarkan wawancara bersama Bapak Mansyur Dg Malawwa selaku kepada

Desa Ogoamas Il mengatakan bahwa:

“Sampai dengan sekarang, dalam melayani masyarakat kita selalu memberikan
kesempatan yang sama bagi setiap warga masyarakat Desa Ogoamas |l tanpa
melihat perbedaan baik itu laki-laki atau perempuan maupun keluarga terdekat,
hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sebagai
masyarakat. Kemudian keadilan yang dibangun atas dasar kesamaan dalam
memberikan pelayanan kepada publik tanpa memberikan pelaganan atas status
penerima layanan dalam hal ini masyarakat Desa Ogoamas I1.”

Dari hasil wawancara di atas mengemukakan bahwa pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat dilakuakan dengan seadil-adilnya tanpa memandang status
penerima layanan, setiap warga masyarakat diberikan kesempatan yang sama dalam
melakukan pengurusan administrasi di desa. Hal tersebut dilakukan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Ogoamas II.

Bedasarkan wawancara bersama Ibu Marwiah selaku Kaur Umum Desa

Ogoamas Il menyatakan bahwa:

“Dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat tidak ada yang memilih-
milih, semua masyarakat diberikan pelayanan dan kesetaraan yang sama tanpa
membanding-bandingkan. Kemudian dalam memberikan informasi tentang
kebijakan dalan layanan, desa belum memiliki media untuk menyampaikan
segala informasi kepada masyarakat secara langsung. Sebelumnya desa sudah
mempersiapkan agar membuat sebuah website untuk menampung aspirasi dan
sebagai pemberi informasi, namun pada saat itu terkendala pada anggaran.
Anggaran untuk pembuatan media tersebut terpangkas untuk penanggulangan
covid- 19 yang harus di atas dengan baik. Sehingga desa dalam memberikan
informasi melalui masing-masing Kepala Dusun, dusun yang akan meneruskan
kepada masyarakatnya. Sehlngga mformasal tentang kebijakan-kebijakan desa
dapat tersampaikan dengan baik."”®

Dari wawancara di atas mengatakan bahwa masyarakat yang dilayani tidak ada

yang disbanding-bandingkan, semua masyarakat diberikan kesetaraan dalam

¥Mansyur Dg Malawwa, Kepala Desa, Desa Ogoamas Il Kecamatan Sojol Utara
Kabupaten Donggala, wawancara Penulis

#Marwiah, Kaur Umum, Desa Ogoamas |l Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala,
wawancara Penulis
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pelayanan, jadi sipapun itu tidak ada yang didahulukan atau diperlambat dalam
mengurus sesuatu di desa.

Dalam memberikan pelayanan, desa telah menyiapkan dan membuat sebuah
media berupa website untuk menampung seluruh aspirasi dari masyarakat dan sebagai
sumber informasi mengenai kebijakan-kebijakan dari desa. Hanya saja pembuatan
media tersebut tidak berlanjut, disebabkan anggaran yang digunakan untuk
pembuatannya telah terpangkan dalam penanggulangan covid-19. Sehingga dalam
memberikan informasi desa hanya melalui masing-masing kepala dusun untuk
meneruskan informasi tersebut ke masyarakatnaya.

7. Efektivitas dan Efesiensi (Efficiency and Efectiveness)

Agar pemerintahan efektif dan efisien, maka para pejabat pemerintahan
harus mampu menyusun perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
yang disusun secara rasional dan terukur. Dengan perencanaan yang rasional,
maka harapan partisipasi masyarakat akan dapat digerakkan dengan mudah,
karena program itu menjadi bagian dari kebutuhan mereka. Sehingga proses
pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan
masyarakat dan dengan menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

Bedasarkan wawancara bersama Bapak Moh. Dandi selaku Kaur

Perencanaan Desa Ogoamas Il menyatakan bahwa:

“Untuk menjadi suatu pemerintahan yang efektif dan efisien, kita harus
paham apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan visi-misi sebuah
pemerintahan desa. Maka dari itu perlu adanya perencanaan rasional
dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, sehingga dapat
membuahkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.”

Dari hasil wawancara di atas mengatakan bahwa pemerintah yang efektif

dan efisien harus memiliki perencanaa yang rasional. Kemudian harus mengetahui

®Moh. Dandi, Kaur Perencanaan, Desa Ogoamas Il Kecamatan Sojol Utara Kabupaten
Donggala, wawancara Penulis
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apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan visi-misi suatu pemerintahan.
Dengan begitu pemerintah mampu menjadikan program kerjanya menjadi efektif
dan efisien.

Bedasarkan wawancara bersama Bapak Umar Yahya selaku Kasi

Pemerintahan Desa Ogoamas Il menyatakan bahwa:

“Sebagai pegawai aparat desa disini harus mampu bekerja sama dalam
mewujudkan visi dan misi Desa Ogoamas Il, dengan begitu akan tercipta
pemerintagr)1 yang baik dengan terselenggarakannya sebuah visi dan misi
tersebut.”

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa aparat desa harus mampu
bekerja sama antara satu sama lain demi mewujudkan visi dan misi Desa Ogoamas I1.
Agar terciptanya pemerintahan yang baik sehingga msyarakat sejahtera.

8. Akuntabilitas (Accountability)

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pejabat publik terhadap
masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka.
Instrumen dasar akuntabilitas adalah peraturan perundang-undangan yang ada,
dengan  komitmen  politik akan  akuntabilitas maupun  mekanisme
pertanggungjawaban. Sedangkan instrumen pendukungnya adalah pedoman tingkah
laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan sistem
pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.

Bedasarkan wawancara bersama Bapak Mansyur Dg Malawwa selaku kepada

Desa Ogoamas Il mengatakan bahwa:

“Akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang dilakukan oleh desa adalah
dengan menyusun Laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun. Selain itu
desa juga melakukan rapat dalam pemabahasan laporan pertanggungjawaban
tersebut, dimana pendapatan dan pengeluaran desa disampaikan secara
transparan. Selain itu, saya selaku pimpinan di sini wajib bertanggungjawab
jika misalnya terjadi masalah yang disebabkan atas kelalaian semua pegawai

#Umar Yahya, Kasi Pemerintahan, Desa Ogoamas Il Kecamatan Sojol Utara Kabupaten
Donggala, wawancara Penulis
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yang ada di kantor Desa Ogoamas Il. Ini merupakan tanggungjawab dan
amanah dalam menjalankan tugas dengan baik ”’

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa Pentingnya laporan
pertanggungjawaban untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan antar kepala
desa dan aparat desa. BPD yang berkedudukan sebagai wakil dari masyarakat berhak
meminta pertanggungjawaban pemimpin desa. Kemudian sebagai kepala desa wajib
bertanggungjawab jika terjadi ha-hal yang kurang menyenangkan yang disebabkan
kelalaian aparatnya. Hal tersebut merupakan amanah dan tanggungjawab dalam
menjalankan tugas dengan baik.

Bedasarkan wawancara bersama Ibu Anawasti selaku Kaur Keuangan

Desa Ogoamass Il mengatakan bahwa:

“Bapak Kepala Desa setiap tahunnya telah menysun dan menyelasaikan
pertanggungjawabannya dan semua itu di periksa oleh Badan
Pemeriksaan Keuangan (BPK). Jadi, terkait pertanggungjawaban desa
sudah disiapkan dan semua itu sesuai dengan prosedur yang ada.
Kemudian setiap ada kegiatan semua itu telah dimusrembangkan atau
dimusyawarahkan oleh desa. Sehingga tidak melahirkan keputusan yang
sepihak. Dengan begitu masyarakat Juga lihat dan perhatikan tingkah
laku dan kinerja pemerintahan desa.”®

Dari hasil wawancara di atas menyatakan bahwa semua yang berkaitan
dengan desa pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan oleh desa, jadi
akuntabilitas yang dilakukan oleh desa sudah sesuai dengan prosedur
perundang-undangan. Bukan hanya itu masyarakat juga dapat melihat tingkah
lagu dari aparat desa dengan mengikuti setiap kegiatan-kegiatan yang desa yang
dilaksanakan.

9. Visi Strategi (Strategic Vision)

®Mansyur Dg Malawwa, Kepala Desa, Desa Ogoamas Il Kecamatan Sojol Utara
Kabupaten Donggala, wawancara Penulis

®Anawasti, Kaur Keuangan, Desa Ogoamas Il Kecamatan Sojol Utara Kabupaten
Donggala, wawancara Penulis
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Visi Strategi merupakan pandangan strategi untuk masa yang akan
datang. Para pemimpin masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh
kedepan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta
kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan
tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kopleksitas
kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.®’

Bedasarkan wawancara bersama Bapak Mansyur Dg Malawwa selaku

kepada Desa Ogoamas Il mengatakan bahwa:

“Visi strategi dalam pembangunan desa kedepan adalah mewujudkan Ogoamas
Il yang kreatif, Inovatif, berdaya saing, adil dan tertib.”*®

Dari hasi wawancara di atas menjelaskan bahwa visi strategi dari kepala desa
adalah untuk mewujudkan Desa Ogoamas Il yang kreatif, inivatif, berdaya saing, adil

dan tertib.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Mewujudkan Prinsip Good
Governance Oleh Aparat Pemerintah Desa Ogoamas Il Dalam Melayani
Masyarakat

Penerapan prinsip good governance pada sebuah pemerintahan merupakan hal
yang sangat penting dengan tujuan untuk menjadikan tatanan pemerintahan yang baik.

Akan tetapi dalam penerapan good governance tidak selalu berjalan dengan baik, ada

beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan prinsip good governance

oleh aparat pemerintahan Deasa Ogoamas Il dalam melayani masyarakat yaitu:

1. Faktor Pendukung

8 pemerintah Kabupaten Bulelang, “Pengertian dan Penerapan Prinsip Good Governance di
Indonesia,” Official Website Resmi Pemerintah Kabupaten Bulelang,
https://www.bulelangkab.go.id/pengertian-prinsip-dan-penrapan-good-governance-di-indonesia.html,  di
akses pada 5 September 2022.

®Mansyur Dg Malawwa, Kepala Desa, Desa Ogoamas Il Kecamatan Sojol Utara
Kabupaten Donggala, wawancara Penulis


https://www.bulelangkab.go.id/pengertian-prinsip-dan-penrapan-good-governance-di-indonesia.html
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Faktor pendukung dalam penerapan prinsip good governance menurut Kepala

Desa Ogamas Il mengemukakan bahwa:

“Faktor pendukung untuk membentuk pemerintah yang baik sesuai dengan
prinsip good governance dalam melayani masyarakat, Desa Ogoamas I
memiliki faktor pendukung yaitu, faktor kesadaran aparatur desa yang baik,
faktor aturan dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat, faktor organisasi dalam
melakukan pelaksanaan pelayanan masyarakat, dan faktor kemampuan dan
keterampilan.”®°

Dari hasil wawancara di atas menjelasakan bahwa faktor pendukung yang
dimiliki desa Ogoamas Il dalam menciptakan prinsip good governance yaitu, faktor
kesadaran aparatur desa yang baik, faktor aturan dalam pelaksanaan pelayanan publik,
faktor organisasi dalam melakukan pelaksanaan pelayanan publik, faktor kemampuan
dan dan keterampilan. Beberapa poin tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

a. Faktor Kesadaran Aparatur Desa

Kesadaran aparatur desa menjadi kesungguhan dedikasi dan disiplin dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan masyarakat, sehingga
mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan dan dapat memenuhi standar
pelaksanaan pelayanan maupun standar operasional penyelenggaraan pelayanan
publik.

Bedasarkan wawancara bersama Bapak Basiran selaku Kepala Dusun Il

Desa Ogoamas Il mengatakan bahwa:

“Kesadaran aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Desa
Ogoamas 1l telah terlihat. Hai tersebut dapat dilihat dengan adanya evaluasi
dan pembinaan yang dilakukan, sehinga aparatur desa dapat mengetahui tugas
dan fungsinya masing-masing. Dengan dilakukan evaluasi aparatur desa dapat
termotivasi dalam melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Kemudian
setiap ada pemasalahan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat
dapat ditemukan solusinya.”90

®Mansyur Dg Malawwa, Kepala Desa, Desa Ogoamas Il Kecamatan Sojol Utara
Kabupaten Donggala, wawancara Penulis

®Basiran, Kepala Dusun I, Desa Ogoamas Il Kecamatan Sojol Utara Kabupaten
Donggala, wawancara Penulis
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Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa kesadaran aparatur Desa
Ogoamas Il telah terlihad dengan dilakukannya evaluasi dan pembinaan. Hal tersebut
menjadikan aparatur desa dapat lebih dapat megetahui tugas dan fungsinya masing-
masing. Selain itu, evaluasi yang dilakukan dapat menghadirkan solusi atas
permasalahan yang dihadapi dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

b. Faktor Aturan Dalam Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat

Dalam pelaksanaan publik faktor aturan menjadi salah satu haying yang
terpenting. Aturan adalah perangkat penting dalam segala tindakan dan perbuatan dari
aparatur desa sebagai petugas pelayanan aturan. Aturan juga menjadi sebuah
indikator maju atur tidaknya individu atau kelompok dilingkungan Desa Ogoamas I1.

Bedasarkan wawancara bersama Bapak Saharuddin selaku Kepala Dusun IV

Desa Ogoamas Il mengatakan bahwa:

“Dalam memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat, aparatur desa sudah
memahami dan melaksanakan aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam
standar operasinal (SOP) dan standar pelayanan sebagai petunjuk dan rujukan
dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.”

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa aparatur desa telah
memahami dan melaksanakan segala aturan yang telah ditetapkan oleh SOP dan
standar pelayanan, sehingga dapat melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat
dengan baik.

c. Faktor Organisasi Dalam Melakukan Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat

Pembagian organisasi dalam setiap tugas dan fungsinya sebagai aparatur Desa
sudah berjalan dengan baik dan telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya
masing-masing. Pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dengan
adanya kerjasama dan koordinasi antar setiap aparatur desa dengan tugas dan porsinya

masing-masing.

®'Saharuddin, Kepala Dusun 1V, Desa Ogoamas Il Kecamatan Sojol Utara Kabupaten
Donggala, wawancara Penulis
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Bedasarkan wawancara bersama Bapak Edil Ramadhan selaku Kepala Dusun

V Desa Ogoamas Il mengatakan bahwa:

“Aparatur Desa Ogomas II telah melaksanankan tugas dan fungsinya dalam
baik, mereka saling kerjasama dan koordinasi satu sama lain sehingga mudah
dalam menyelesaikan pekerjaannya. Begitupun dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat Ogoamas |Il, aparatur desa selalu mengarahkan
masyarakatnya untuk mengelesaikan administrasinya melalui kerjasama dan
koordinasi ke bidang-bidang yang lain.”

Dari wawancara di atas menjelasakan bahwa aparatur desa selalu berkoordinasi
dan bekerjasama dalam menyelesaikan tugas dan fungsinya. Begitupun dengan
melakukan pelayanan kepada masyarakat Desa Ogoamas I, Aparatur desa selalu
mengarahkan masyarakatnya senghingga mudah dalam mengurus segala
administrasinya.

d. Faktor Kemampuan dan Keterampilan

Dalam standar pelayanan telah dijelaskan bahwa hal yang utama dalam
melakukan pelayanan adalah kemampuan dan keterampilan. Kemampuan dan
keterampilan merupakan hal yang dapat menjadikan suatu pekerjaan menjadi lebih
mudah dalam menyelesaikannya.

Bedasarkan wawancara bersama Bapak Samsumarlin selaku Ketua Bumdes Desa

Ogoamas Il menjelaskan bahwa:

“Dalam melakukan suatu pelayanan aparat desa telah memiliki kemampuan dan

keterampilan dalam mengoperasikan komputer, sehingga dalam mengolah
administrasi dari masyarakat lebih cepat dan mudah.”

Bedasarkan wawancara di atas menjelasakan kemampuan dan keterampilan

yang dimiliki merupakan hal yang terpenting terutama dalam mengoperasikan

komputer, karena dalam melayani masyarakat selalu dihadapkan dengan komputer.

°2Edil Ramadhan, Kepala Dusun V, Desa Ogoamas |l Kecamata Sojol Utara Kabupaten
Donggala, Wawancara Penulis

®Samsumarlin, Ketua Bumdes, Desa Ogoamas Il Kecamatan Sojol Utara Kabupaten
Dongga, wawancara Penulis
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Aparat desa telah memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mengoperasikan
komputer sehingga dalam melayani masyarakat mudah dan cepat.
2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam penerapan prinsip good governance oleh aparat
pemerintahan Deasa Ogoamas Il yaitu kurangnya fasilitas. Fasilitas merupakan saran
dan prasarana yang terdapat dalam kantor desa yang akan digunakan dalam majalankan
operasional desa.

Bedasarkan wawancara bersama Ibu Marwiah selaku Kaur Umum Desa

Ogoamas Il menyatakan bahwa:

“Kurangnya fasilitas meyebabkan pelayanan kepada masyarakat agak
terhambat dikerenakan fasilitas berupa komputer dan print masing-masing
hanya 1 unit. Hal tersebut membuat masyarakat menjadi sedikit antrian dalam
menunggu peroses berkas mereka selesai. Maka dari itu kami berharap kepada
pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa agar segera menambah fasilitas
yang ada pada desa.”™

Dari hasil wawancara di atas menyatakan bahwa kurangnya fasilitas
menyebabkan sedikit mengalami kendala dalam pelayanan kepada masyarakat, mereka
berharap kepada pemerintah desa agar kiranya fasilitas seperti komputer dan print bisa
di tambah demi lebih lancarnya pelayanan yang dilakukan oleh aparat desa kepada

masyarakat. Dengan bigitu masyarakat akan lebih puas dengan hal tersebut.

*Marwiah, Kaur Umum, Desa Ogoamas |l Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala,
wawancara Penulis



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dan pembahasan yang telah dilakukan,
maka penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Langkah perwujudan prinsip good governance oleh Aparat Desa
Pemerintahan Ogoamas Il dalam melayani masyarakat telah sesuai dengan
prinsip-prinsip good governance, masyarakat telah mendapatkan
pelayanan yang sangat baik, cepat respon serta memberikan keterbukan
kepada seluruh masyarakat Desa Ogoamas 1.

2. faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan prinsip good
governance oleh aparat pemerintah Desa Ogoamas Il dalam melayani
masyarakat yaitu:

a. Faktor Pendukung
Faktor pendukung dalam penerapan prinsip Good Governance
dalam melakukan pelayanan yaitu, faktor kesadaran aparatur desa,
faktor aturan dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat, Faktor
organisasi dalam melakukan pelayanan masyarakat, dan faktor
kemampuan dan keterampilan.

b. Faktor Penghambat
Faktor penghambat dalam penerapan prinsip Good Governance
dalam melakukan pelayanan vyaitu kurangnya fasilitas yang
menyebabkan pelayanan kepada masyarakat mengalami sedikit

hambatan.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka terdapat beberapa saran yang

peneliti ajukan, yaitu:

1.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan pertimbangan
terhadap penerapan prinsip good governance dalam melakukan pelayanan
yang akan dilakukan kedepannya dan menjadi bahan rujukan akan adanya
perbaikan serta pengembangan terhadap prinsip good governance terutama
pada desa-desa.

Hendaknya lebih memberikan pandangan kepada masyarakat maupun
unsur pemerintahan desa terkait bagaimana penerapan pemerintahan yang
baik, terutama pada desa-desa agar kiranya masyarakat mendapatkan

pelayanan yang lebih baik kedepannya.
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PEDOMAN WAWANCARA

A. Implementasi prinsip-prinsip good governance di lingkungan aparat desa
Ogoamas Il dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
1. Kepala desa dan perangkat desa Ogoamas |1

a. Apakah bapak/ibu mengetahui tugas dan fungsi pada jabatan yang
sedang diduduki ?

b. Apa motivasi bapak/ibu dalam bekerja ?

c. Apakah bapak/ibu mahir dalam pengoperasian komputer ?

d. Apakah pemerintah desa Ogoamas Il selalu meningkatkan fasilitas
sarana dan prasarana yang ada di kantor desa ?

e. Kendala apa saja yang biasa ditemui pada saat memberikan pelayanan
kepada masyarakat ?

f.  Apakah bapak/ibu pada saat masyarakat datang bertransaksi dimintai
berupa uang ?

g. Apakah aparat desa ogoamas Il telah memiliki bagian untuk
menampung dan menfasilitasi keluhan masyarakat ?

h. Apakah layanan informasi bagi masyarakat telah tersedia dengan
cukup tentang tata kerja dan keadaan aparat desa ogoamas Il (seperti
website) ?

I. Apakah kepala desa Ogoamas Il selalu mengimplementasikan proses
kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada
perangkat desa agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dan
pencapaian tujuan ?

J. Apakah bapak sebagai kepala desa Ogoamas Il selalu melakukan
evaluasi kerja terhadap kinerja, kebijakan dengan menilai efesiensi

kualitas pelayanan terhadap perangkat desa?
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Bagaimana mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang ada di kantor
desa Ogoamas I1?

Apakah pelaksanaan standar pelayanan yang berkualitas diawasi
masyarakat serta lembaga yang diberikan kewenangan melakukan

pengawasan ?

2. Respon/tanggapan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh

aparat desa Ogoamas 1l

a.

Apakah bapak/ibu puas dengan pelayanan yang diberikan oleh aparatur
pelayanan publik yang ada di desa Ogoamas Il ?

Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap jalannya pemerintahan desa
Ogoamas 11, apakah sudah optimal ?

Menurut yang bapak/ibu ketahui apakah ada dilibatkan masyarakat
dalam pengambilan keputusan.?

Bagaimana penyampaian informasi yang dilakukan oleh aparatur
pelayanan untuk masyarakat ?

Bagaimana menurut bapak/ibu metode pelayanan publik yang
diberikan oleh aparatur Desa Ogoamas Il ?

Apakah aparat desa Ogoamas Il selalu menerapkan standar pelayanan
yang berkualitas (disiplin kerja, sesuai fungsinya) ?

Bagaimana sikap aparatur dalam memberikan pelayanan pada
masyarakat ?

Apakah pengurusan yang menyangkut dengan kebutuhan individu/
masyarakat selesai dalam waktu cepat ?

Bagaimana menurut bapak /ibu tingkat kedisplinan aparatur pelayanan
yang ada di kantor Desa Ogoamas Il ?

Apa harapan bapak/ibu kinerja aparatur pelayanan dimasa mendatang?
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B. Kendala dalam penerapan prinsip-prinsip good governance oleh aparatur

pelayanan masyarakat.

1.
2.
3.

Bagaimana sikap masyarakat dalam menerima pelayanan.?

Bagaimana menurut pandangan bapak/ibu tingkat partisipasi masyarakat?
Apakah ada aturan tentang kedisiplinan bagi aparatur pelayanan publik,
dan bagaimana konsekuensi bagi aparatur yang melanggar aturan tersebut?
Menurut yang bapak/ibu ketahui apakah ada pengawasan dari pemerintah

terhadap aparatur pelayanan?



PEDOMAN WAWANCARA

A, Implementasi prinsip-prinsip good governance di lingkungan aparat desa
Ogoamas IT dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
1. Kepala desa dan perangkat desa Ogoamas 1

a. Apakah bapak/ibu mengetahui tugas dan fungsi pada jabatan yang
sedang diduduki ?

b. Apa motivasi bapak/ibu dalam bekerja ?

¢. Apakah bapak/ibu mahir dalam pengoperasian komputer ?

d. Apakah pemerintah desa Ogoamas II selalu meningkatkan fasilitas
sarana dan prasarana yang ada di kantor desa ?

e. Kendala apa saja yang biasa ditemui pada saat memberikan pelayanan
kepada masyarakat ?

f. Apakah b'apaldibu pada saat masyarakat datang bertransaksi dimintai
berupa uang ?

g. Apakah aparat desa ogoamas II telah memiliki bagian untuk
menampung dan menfasilitasi keluhan masyarakat ?

h. Apakah layanan informasi bagi masyarakat telah tersedia dengan
cukup tentang tata kerja dan keadaan aparat desa ogoamas II (seperti
website) 7

i. Apakah kepala desa Ogoamas II selalu mengimplementasikan proses
kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada
perangkat desa agar dapat bekerjn secara efektif dan efisien dan
pencapaian tujuan ?

j. Apakah bapak sebagai kepala desa Ogoamas Il selalu melakukan

evaluasi kerja terhadap kinerja, kebijakan dengan menilai efesiensi

kualitas pelayanan terhadap perangkat desa?



k. Bagaimana mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang ada di kantor
desa Ogoamas I17

I Apakah pclaksanaan standar pelayanan yang berkualitas diawasi
masyarakat serta lembaga yang diberikan kewenangan melakukan
pengawasan ?

2. Responftanggapan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh

aparat desa Ogoamas 11

a, Apakah bapak/ibu puas dengan pelayanan yang diberikan oleh aparatur
pelayanan publik yang ada di desa Opoamas I1 ?

b. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap jalannya pemerintahan desa
Ogoamas II, apakah sudah optimal ?

¢. Menurut yang bapak/ibu ketahui apakah ada dilibatkan masyarakat
dalam pengambilan keputusan.?

d. Bagaimana penyampaian informasi yang dilakukan oleh aparatur
pelayanan untuk masyarakat ?

e. Bagaimana menurut bapak/ibu metode pelayanan publik yang
diberikan oleh aparatur Desa Ogoamas IT ?

f. Apakah aparat desa Ogoamas Il selalu menerapkan standar pelayanan
yang berkualitas (disiplin kerja, sesuai fungsinya) ?

g. Bagaimana sikap aparatur dalam memberikan pelayanan pada
masyarakat 7

h. Apakah pengurusan yang menyangkut dengan kebutuhan individw/
masyarakat selesai dalam waktu cepat ?

i. Bagaimana menurut bapak /ibu tingkat kedisplinan aparatur pelayanan
yang ada di kantor Desa Ogoamas I1 ?

j.  Apa harapan bapak/ibu kinerja aparatur pelayanan dimasa mendatang?



B. Kendala dalam penerapan prinsip-prinsip good governance oleh aparatur

pelayanan masyarakat.

1.

2.
3.

Bagaimana sikap masyarakat dalam menerima pelayanan.?

Bagaimana menurut pandangan bapak/ibu tingkat partisipasi masyarakat?
Apakah ada aturan tentang kedisiplinan bagi aparatur pelayanan publik,
dan bagaimana konsekuensi bagi aparatur yang melanggar aturan tersebut?
Menurut yang bapak/ibu ketahui apakah ada pengawasan dan pemerintah

terhadap aparatur pelayanan?
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